BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR Jf$ TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-
2026 merupakan perubahan rencana pembangunan
lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan
dan sub kegiatan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan
keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan
dalam Rencana Keija Pembangunan Daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan



10.

11.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor  33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan
Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Sera Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 440);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wailayah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun
2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 686);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

Nomor 2, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten

Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Sumbawa Tahun  2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023
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Menetapkan

31.

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 712);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor
39);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2021-2026.

Pasal |

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 87 Tahun 2021

tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

Nomor 87), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal \C *0*3

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa

pada tanggal

£10*3

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

T

DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR J\$
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR "3TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah
satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh
kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik. Pembangunan
bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui
pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan
pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka
diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem
perencanaan pembangunan merupakan satu Kkesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan
daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya
pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk
membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan.Perencanaan
pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan
pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan
perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan
pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan
pembangunan nasional.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah,
menyebutkan bahwa Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra menjadi dasar bagi PD untuk
menyusun renja yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk
periode 1 (satu) tahun . Renstra dapat diubah jika RPJIMD mengalami
perubahan. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi
rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan
daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD;



RPIJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan
rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD,
yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif,
sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra
PD dan Rencana Keija Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa menengaskan bahwa perangkat Dearah yang
melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan
politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata Kkerja
sebelum Peraturan Daerah tersebut diundangkan tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-
undangan mengenai pelaksanaan wurusan pemerintahan umum
diundangkan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan
bangsa dan politik tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2014, dimana Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sumbawa. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79
Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan  Politik Kabupaten Sumbawa, telah
mengamanatkan Badan Kesatauan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Sumbawa sebagai organisasi perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan kewenangan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, politik danketahanan ekonomi
sosial budaya.

Oleh karena itu dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan
pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu disusun
sebuah Rencana Strategis (Renstra) untuk merencanakan pembangunan
lima tahun ke depan. Rencana Strategis yang disingkat Renstra adalah
suatu Dokumen perencanaan yang tertoleransi pada hasil yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 Tahun. Adapun fungsi Renstra
adalah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan penyusunan
Rencana Keija Tahunan dalam kurun waktu 1s/d 5 Tahun.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi
Bupati Sumbawa yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2021-2026,
Faitu:  “Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban” serta
pokok-pokok pikiran misi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa,
khususnya keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa, adalah misi ke-3 vyaitu
Sumbawa Bersih dan Melayani Menciptakan Birokrasi
Pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu,
memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien



dan Misi ke-4 vyaitu Sumbawa Aman dan Berbudaya
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter,
terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan
terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang
kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa dapat
bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional,
penyusunan Renstra Badan Kesbangpol selain mengacu pada
RPIJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, juga
memperhatikan Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan

berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Ildalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, NTB, dan NTT;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi M asyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahanatas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun
2016tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

11.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten Sumbawa 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pembahan kedua Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten
Sumbawa.

22.Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa memiliki maksud dan tujuan, hal ini sesuai Pasal
13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu
sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsi PD,
yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif,
serta akan menjadi pedoman bagi PD untuk penyusunan Renja PD.
Adapun maksud dan tujuan yang terperinci adalah:

1 Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah:

a Sebagai pedoman "bagi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumbawa dalam menyusun program
dan kegiatan dalam pembangunan bidang kesatuan
bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun kedepan;

b Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan
kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa dalam perencanaan jangka
menengah;



¢ Untuk menjadi dasar dalam penilaian Kkinerja yang
mencerminkan penyelenggaran pembangunan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
yang transparan dan akuntabel.

2 Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah :

a Mewujudkan visi dan misi kepala daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis,
terpadu dan berkesinambungan;

b Mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sumbawa ke dalam program dan
kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara
sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;

¢ Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan
kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten
Sumbawa di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026;

d Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan,
pengganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan,
monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di
bidang kesatuan bangsa dan politik untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2021 disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 dengan Sistematika penulisannya sebagai

berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 1l

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan
Fungsi Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi Misi Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

3.4. Penentuan Isu-lsu Strategis



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, indikator tujuan,
sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta
indikator dan target kinerja setiap tahun

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan yang di ambil
perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Memuat program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja,
kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif masing- masing
program dan kegiatan prioritas.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam RPJMD

BAB VIII

PENUTUP



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur
berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa, adalah mempunyai tugas untuk melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan
bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa

danPolitik Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi:

1 Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa, politik dan
ketahanan ekonomi sosial budaya;

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan
ketahanan ekonomi sosial budaya;

3. Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan
ekonomi sosial budaya;

4. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya;

5 Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 39
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 79
Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawasebagai berikut:

1. Kepala Badan

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan

mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas

di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan



kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;

Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh  seorang Sekretaris Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dalam penyusunan program dan anggaran;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan
aset;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan
kepegawaian;

d. mensosialisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan
kepegawaian;

e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan
kepegawaian;

f. menyiapakan bahan penyusun rencana strategis Badan;
mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan
kegiatan Badan;

h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan
kegiatan tahunan Badan;

i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari
masing-masing unit keija;

j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit
keija;
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k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Badan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan, Indikator
Kinerja ~Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Badan dan Laporan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;

I. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

m. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan,
penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan
laporan keuangan akhir tahun;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program dan Kkegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan,
keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika
dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di Dbidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan,
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi,
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat Dberagama dan penghayat
kepercayaan di Daerah;



e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi
sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program Kkerja di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa,
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

b. penyusunan bahan perumusan Kkebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum Kkepala daerah, pemantauan
situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan
mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai  politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik
serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa,
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan mediasi sengketa,
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan
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situasi politik serta pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi dan
mediasi sengketa, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Badan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di

bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang

asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta
penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, keija sama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar  negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga keija asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi merupakan suatu garis hirarki yang mendeskripsikan
berbagai komponen yang menyusun organisasi, dimana setiap individu
atau Sumber Daya Manusia pada lingkup organisasi tersebut kemudian
memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa menurut Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 79 Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:
1 Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawabhi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
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Sosial Budaya dan Agama, yang membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,
yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

5 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang
membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa merupakan gambaran dari Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 79 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Keija Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa diubah, dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi pada
Gambar 2.2. adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1

STUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Peningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa, Apabila merujuk pada analisis kebutuhan
pegawai yang merupakan proses perhitungan logis dan terukur untuk
menentukan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugasnya. Data perkiraan kebutuhan ASN Tahun 2021-
2026 tersaji pada data tabel. Kondisi ASN sampai bulan Desember
2020. dapat dilihat pada Tebel 2.3.1:

Tabel 2.3.1:

Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian Jumlah

Pegawai Negeri Sipil) 18
Pegawai Honorer 4
Sukarela 2
Jumlah 24

Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan Jumlah

Pembina Tkl (IV/b)
Pembina (IV/ a)
Penata Tkl (IH/d)
Penata (lll/c)
Penata MudaTk.i (lll/b)
Pengatur Tkl (l1/d)
Pengatur (/' c)
Pegawai Honorer
Sukarela

Jumlah

NNARNR,ROWN

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah
Strata 2 1
Strata 1 14

Diploma 3 2
SLTA 6
SLTP 1

SD -

Jumlah 24
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NO

NAMA JABATAN

Kepala Badan
Sekretaris

Sub Bagian Program, Anggaran dan
Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
JFU
Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Sosial Budaya dan
Agama

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama

JFU

Bidang Politik Dalam
Organisasi Kemasyarakatam

Negeri dan

Subbid Poldagri Negeri
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
JFU

TABEL

JUMLAH
PEGAWAI YANG
ADA 2021

3
1
1
1

[E

TAHUN 2021-2026

JUMLAH ASN YANG

21
4

22
5

15

23

PENSI2021-2025

24

P = ©

[EEN

PERKIRAAN KEBUTUHAN ASN

22
10

KEBUTUHAN ASN

2021-2025
23 24
11 12
1 1
1 1
1 1
1 1
5 5
1 1
1 1
3 3
1 1
1 1
1 1
3 3

25
13

USALAN PENGISIAN

21
14

FORMASI ASN

22
15

23
16

24
17

25
18



5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - -
Penanganan konflik
Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan 1 - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - -
Kerjasama intelejen
Sub. Bidang Penanganan Konflik 1 - 1 - - - 1 1 1 1 1 — 1 — — -
JFU 1 - 1 - - - 3 3 3 3 3 2 3 3 3
JUMLAH 18 25 25 25 25 25 7 9 7 7 7

Uraian dari tabel tentang Perkiraan Kebutuhan Asn Tahun 2021-2026 tersebut diatas, dan dapat dijelaskan, bahwa tingkat
kebutuhan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sejumlah 25 orang dengan

rincian 3 orang pejabat struktural dan 4 orang JFU.
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2.2.1. Aset/Modal

Aset/Modal merupakan salah satu wunsur penting dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Aset merupakan hal paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang
operasional jalannya pemerintahan daerah. Asset harus dikelola
dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan aset yang
transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya
kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan aset juga menekankan
pada penciptaan nilai tambah dari aset yang dimiliki dan dikelola.
Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam
penyususnan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari
kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam
pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai
peraturan yang berlaku, dalam hal ini Pemendragi No. 19 Tahun 2016
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014.

Pelaksanaan pengelolaan aset/modal sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara dan Barang Milik Daerah. Peraturan mengenai pengelolaan
teknis barang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa selaku
Kuasa Pengguna Barang telah melaksanakan penertiban aset melalui
kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam
Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
di dukung oleh aset/modal.

Aset/modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa berdasarkan jenis aset sesuai data pada KIB s.d. Tahun
2020, terdiri atas Aset Tanah, Aset Mesin dan Peralatan, Aset Gedung
dan Bangunan dan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan. Berikut
disajikan data aset/modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada data Kartu Inventaris Barang
(KIB) berikut ini:
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REKAPITULASI
KARTU INVENTARIS BARANG/KIB

NO. KODE LOKASI

No.

1

NO. KODE LOKASI

No.

10

1

13

enls Barang/
Nama Barang

Tanah Bangunan

Kantor
Pemerintah

Kode Barang
13.

2

02.01.03.05.010
02.02.01.01.003

02.02.01.01.003

02.02.01.03.003

02.02.01.03.003

02.02.01.04.001

02.02.01.04.001
02.02.01.04.001

02.03.02.03.004

02.03.03.07.010

02.04.01.04.005
02.04.01.04.005

02.04.01.04.005

Nomor

Kode Barang
1.3.

3

01.01.01.04.001

Jenis Barang/
Nama Barang

Pompa Air

Station Wagon

Station Wagon

Yeengler/Trailer

Yeengler/Trailer

Sepeda Motor

Sepeda Motor
Sepeda Motor

perkakas bengkel service lainnya

(dst)
Scanner (Universal Tester)

Lemari Penyimpan

Lemari Penyimpan

Lemari Penyimpan

Register

1.280
,00

000001

. 12.15.06.18.01.01.01

Tahun Pengadaan

:12.15.06.18.01.01.01

Nomor
Register

4

000004
000002

000004

000001

000002

000003

000005
000006
000001 s/d
000002
000002

000002
000003

000004

Letak/ Alamat

1996

Jalan Bungur No. 2
Sumbawa Besar

Merk/ Ukuran/
Type a

1SUzU/ 2499
TBR541 LM25
Toyota/
Avanza Veloz
Kawasaki SPM
R2
Kawasaki SPM
R2
Honda Win 97

Suzuki/Tander

Honda/ Win 100cc
100
Masada MS 2

Canon

Hak
8
Hak Pakai
Tahun
Bahan Pem-
belian
7 8
Besi 2012
2003
2019
besi 2013
besi 2013
Besi 1996
Besi 2008
1989
2017
Piber 2009
glass
Kayu 2009
Serabut 2011
kayu
Seabut 2012
kayu

Status
Tanah
Sertifikat

Tanggal

9

Nomor

25/10/2005

Pabrik

18

28

Rangka

10

MHCTBRS4F3K249
025
MHKMSFA4IKKO59
472
MHALX150CDKP76
839
MHALX150CDKP60
60
IMHIHABOOTTKOO
3701

Penggunaan

11

Kantor
Bakeshangpolinmas

Jumlah Harga

Nomor
Mesin

11

E249025

2NR-F932395

LX150CEPB7837

LX150CEPB8240

HABE-1003709

Asal usul

12

Pembelian

Polisi

12

EA1124 AA

EA

EA3149 AA

EA3145 AA

EA2504 AA

Harga
(ribuan Rp)

1
3

259.840,00 Tanah Bangunan Kantor
Keshang

259.840,00

BPKB

13

5578994.0

Keterangan

14

Asal
usul

14

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Harga
(ribuan Rp)

15

1.400,00
90.000,00

239.450,00

30.959,50

30.959,50

3.000,00

10.000,00
10.000,00

2.000,00

850,00

3.419,50
2.400,00

1.990,00

Keterangan

16

Mutasi dari
Setda
Mutasi dari
Setda
Mutasi dari
Setda

Almari Arsip



14

15

16
17

19
20

21
2
2
24

25

26

27
28
29

31

32

36
37

39

02.04.01.04.005

02.05.01.01.001

02.05.01.02.001
02.05.01.04.007
02.05.01.05.003
02.05.01.05.003
02.05.01.05.003

02.05.01.05.003
02.05.01.05.005
02.05.01.05.012
02.05.02.01.003

02.05.02.01.013

02.05.02.01.017

02.05.02.01.031
02.05.02.01.031
02.05.02.01.031
02.05.02.01.031

02.05.02.01.031

02.05.02.01.031

02.05.02.02.003
02.05.02.04.001

02.05.02.04.003
02.05.02.04.003
02.05.02.04.004

02.05.02.04.004
02.05.02.04.004

Lemari Penyimpan

Mesin Ketik Manual Portable
(11-13 Inci)

Mesin Hitung Manual
Brandkas

Papan Visual/Papan Nama
Papan Visual/Papan Nama

Papan Visual/Papan Nama

Papan Visual/Papan Nama
White Board

Mesin Absensi

Kursi Besi/Metal

Meja Podium

Meja Panjang

Kursi Tamu
Kursi Tamu
Kursi Tamu

Kursi Tamu
Kursi Tamu

Kursi Tamu

Jam Elektronik

Lemari Es

AC. Window
AC. Window
AC. Split

AC. Split
AC Split

000005

000001

000001
000003
000001
000002
000003

000004
000001
000001

000024 s/d
000040
000001

000004 s/d
000009
000001

000001
000003
000004

000005

000006

000003
000001

000001
000002
000001

000002
000003

Broter 2000
DU

Kawachi
Tiger

Kayu pakai

kaca

Papan Struktur
Innovation

Chitose

Jati

Ukiran Jepara

Sarf Lemon /
SJ-M127-TS

Toshiba
Toshiba
LG/SU12LFG

sharp

220-240V-
50HZ

Serabut
kayu

Besi
Besi
Triplek
Triplek
Triplek

Triplek

Besi
Rangka
kayu,

alas stan
fand

alas busa

Kayu

Plastik

plastik

2012

2014

2013
2010
2011
2012
2013

2015
2010
2013
1999

2015

1977

2001
2016
2013
2016

2017

2019

2015
2014

2000
2001
2013

2016
2017

19

Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

1.997,40

2.000,00

306,00
5.000,00
1.000,00

500,00
1.000,00

1.400,00
1.500,00
4.500,00

918,00

1.950,00

3.384,00

1.128,00
4.932,00
7.900,00
7.829,00

4.000,00

9.189,60

240,00
2.200,00

3.680,00
2.632,00
6.600,00

6.600,00
14.320,00

Kegiatan
Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor

Papan Visual
Data Base
Parpol

Rusak Berat

kursi tunggu
besi

Pengadaan Kursi
Tamu + Honor
Pejabat
Pengadaan
Barabg Jasa

Kegiatan
Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor

AC+
Honorarium Tim



41
42

46

a7

49

50

51

52

56

57

59

60

61

62

63

65

02.05.02.04.006
02.05.02.04.006
02.05.02.04.006
02.05.02.04.006

02.05.02.06.002

02.05.02.06.002

02.05.02.06.012
02.05.02.06.014
02.05.02.06.014
02.05.02.06.014

02.05.02.06.023

02.05.02.06.023

02.05.02.06.029

02.05.02.06.036
02.05.02.06.038

02.05.02.06.077

02.05.03.01.006

02.05.03.01.006

02.05.03.01.008

02.05.03.01.008

02.05.03.03.005

02.05.03.03.005

02.05.03.03.006

02.05.03.05.006

02.05.03.07.007

02.05.03.07.007

Kipas Angin
Kipas Angin
Kipas Angin
Kipas Angin
Televisi

Televisi

Wireless
Microphone
Microphone

Microphone
Tustel
Tustel

Gambar Presiden/Wakil Presiden

Tangga Aluminium

Dispenser

Alat Rumah Tangga Lain-lain
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pegawai Non
Struktural

Meja Kerja Pegawai Non
Struktural

Kursi Kerja Pejabat Eselon Ill

Kursi Kerja Pejabat Eselon Il
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Hadap Depan Meja Kerja
Pejabat Eselon IV

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

000012
000013
000014

000015 s/d
000018
000002

000003

000002
000001
000002

000004 s/d
000005
000003

000004

000001

000001

000001 s/d
000003
000169 s/d
000173
000001s/d
000003
000004 s/d
000005
000025

000031 s/d
000036
000001 s/d
000003

000004 s/d
000006
000002 s/d
000010
000001

000002

000003

Matsugama

Matsugama

Toshiba
Sharf

Betavo
Mic Carol
Tiang mic

SY.51

Nkon/
Coolpix S2900
Nicon Colpix
$2900

Asatron Siera

Olimpik

Rangka Kayu,
Dinding

Plastik
Plastik

Plastik
Plastik
Bingkai

kayu +
Kaca

Plastik

Busa

2015
2016
2016
2018

2009

2011

2015
2010
2010
2015

2016

2016

2016

2017
2016

2011

2016

2016

2012

2019

2014

2016

2019

2016

2013

2014

Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

600,00
400,00
400,00
3.000,00

4.781,70

2.550,00

12.000,00
727,40
454,60

1.000,00

2.100,00

2.100,00

125,00

1.500,00
2.700,00

500,00

4.740,00

3.160,00

5.700,00

9.600,00

6.600,00

6.600,00

18.000,00

1.580,00

3.994,80

1.900,00

Pengadaan
Barang dan Jasa
+ Honorarium
Tim Pemeriksa
Barang

Kamera Digital

Kamera Digital

Umbul - umbul

Kegiatan
Pengadaan
Meubeleur

Pengadaan
Meubeleur



67

69
70
71

72

73

74
75

76
w

78
9

81
82

86

87

89

02.05.03.07.007

02.05.03.07.007

02.05.03.07.007

02.06.01.02.003
02.06.01.02.105
02.06.02.01.003

02.06.02.01.010

02.09.01.10.015

02.10.01.02.001
02.10.01.02.001

02.10.01.02.001
02.10.01.02.002

02.10.01.02.003
02.10.01.02.003

02.10.01.02.003

02.10.01.02.003
02.10.01.02.003

02.10.01.02.003
02.10.01.02.003

02.10.01.02.003
02.10.01.02.003

02.10.02.03.003

02.10.02.03.003

02.10.02.03.003

02.10.02.03.003

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Lemari Buku Arsip Untuk Arsip
Dinamis

Camera Electronic

Layar Film/Projector

Pesawat Telephone

Facsimile

Dispercer

P.CUnit
P.C Unit

P.CUnit
LapTop

Note Book
Note Book

Note Book

Note Book
Note Book

Note Book
Note Book

Note Book
Note Book

Printer (Peralatan Personal
Komputer)
Printer (Peralatan Personal
Komputer)
Printer (Peralatan Personal
Komputer)
Printer (Peralatan Personal

Triplek, Pintu

Kaca
000004
000005 s/d Lokal
000006
000007 Lokal
000001 Canon
000002 Acer
000002 Panasonik
000001 Panasonic /
KX-FP701CX
000002 s/d Polytron
000003
000010
000011 Acer/LED
15,6Inch/40
Cm
000012 15.190.300
000001 s/d Asus
000004 X441U8(i3)
000003 Sony Vaio
000004 Lenovo G400
000005 Asus X451CAP
000006
000007 Asus
000008 Asus
000009 Asus
000010 Asus
000011 Acer Aspire ES
I
000011 Canon PIXMA
MP237
000012 Canon MP237
000013 Canon Pixma
000014 Canon Pixma

§

§

Plastik

plastik

PLastik

PLastik
PLastik

PLastik

plastik

Plastik

Plastik

2015

2016

2016

2014
2016
2013

2014

2010

2012
2013

2017
2019

2012
2014

2014

2015
2016

2016
2016

2016
2017

2013

2015

2016

2016

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian
Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

1.700,00

4.100.00

2.050.00

3.300.00
6.100.00

625,50

3.000.

3.424,09

14.600.00
10.400.00

14.250.00
43.600.00

15.000.
6.950,00

11.450.00

8.000,00
9.800.00

9.800.00
9.800.00

9.800.00
9.425.00

1200.00

3.000,00

1.460,00

1.460,00

Kamera digital

Kegiatan
Pengadaan
Peralatan
Gedung kantor

Pengadaan
Laptop + Honor
PPK

00

Pengadaan
Komputer
Pengadaan
Komputer
9.850.000 +
honor
pemeriksa
Barang
1.600.000.

Di Ruang
Sekretaris

Di Ruang
Sekretaris

di Ruang
Sekretaris



91
92

93

o4

95

NO.

No.

5

Komputer)

02.10.02.03.003

Printer (Peralatan Personal

Komputer)

02.10.02.03.003

Printer (Peralatan Personal

Komputer)

02.10.02.03.003

Printer (Peralatan Personal

Komputer)

02.10.02.03.003

Printer (Peralatan Personal

Komputer)

02.10.02.03.018

lainnya

KODE LOKASI

Jenis Barang /
Nama Barang

2

Bangunan Gedung Kantor
Permanen
Gedung Pos Jaga Permanen

Taman Permanen

Pagar Permanen

Pagar Permanen

Peralatan Personal Komputer

000015 s/d
000016
000017s/d
000018
000019

000020 s/d
000024

000001

:12.15.06.18.01.01.01

Nomor

Kode Barang
13.

3

03.01.01.01.001

03.01.01.13.001

03.01.01.36.001

03.04.01.04.001

03.04.01.04.001

Regis-
ter

000001

000001

000001

000001

000002

Kondisi
bangunan
(BKBRB)

Baik

Baik

Baik

Baik

Canon Pixma Plastik 2016
HP Desk Jet plastik 2017
2135
Epson L360 2018
Scan/ Epson
1360 Scan
Epson L3110 2019
2014
Konstruksi
B Luas
angunan ) Letak/Lokasi
Lantai
Alamat
(M2)
Bem_ngkat Be_ton/ Tanggal
/Tidak Tidak
6 7 8 9 10
Beton 268 Jalan Bungur No 2
Sumbawa Besar
Tidak Beton Kecamatan Lunyuk 07/09/2015
Tidak 260 Jalan Bungur No. 2
Smbawa Besar
Tidak Kecamatan Lunyuk
Tidak Beton Jin. Bungur

22

Dokumen Gedung

Nomor

11

Luas
(M2)

12

Status
Tanah

13

Tanah Milik
Pemda
Tanah Milik
Pemda

Tanah Milik
Pemda
Tanah Milik
Pemda

jumlah Harga

Nomor
Kode
Tanah

14

01.01.01.04.001.
0001

Jumlah Harga

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Asal
usul

15

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

Pembelian

2.920,00

$.112,00

6.625,90

22.850,00

1.450,00

861.200,49

Harga
(ribuan Rp)

16

392.093,00

72.783,00

5.850,00

137.814,00

98.500,40

707.040,40

di Ruang
Sekretaris

Printer +
Honorarium Tim
Pemeriksa
Barang
Pengadaan
Printer + Honor
PPHP

Pengadaa
n
Komputer

Keterangan

17

Gedung Kantor

Bangunan Pos
Jaga + Honor
pengadaan
Tempat Parkir

Pembagunan
Pagar Keliling
dan sisa
Pekerjaan Pos
Jaga/Ronda
Pagar Kantor +
honorarium



O. KODE LOKASI ©12.15.06.18.01.01.01

Konstruksi
Dokumen Gedung Tgl, Bin Nomor Nilai Kontrak
No. Jenis Barang / Bangunan Bangunan Luas Lotak/Lokasi Thn Mulai Status Kode Asal-usul (ribuan Rp) Keterangan
P, SP, . Pembi
Nama Barang ( D Ben!ngkat Be_ton/ (M2) Alamat Tanggal Nomor Tanah Tanah embiayaan
[Tidak Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Bangunan Gedung Kantor 1 Tidak Beton Jin Bungur No. 2 Sumbawa 01/01/1900 25/10/2016 Tanah Milik Pembelian 40.866,00 Rencana
Permanen Besar Pemda Pembuatan
Gedung Kantor
Badan
Kesbangpoldagri
Jumlah Harga 40.866,00

23



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi program, kegiatan dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun periode
Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Program Penguatan ldeologi Pancasila Karakter Kebangsaan
Pentingnya menjaga pancasila sebagai konsensus nasional dan payung
kebangsaan serta menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen
masyarakat terhadap pancasila sebagai ideologi negara,pandangan hidup
dan falsafah Dbangsa Indonesia dilaksanakan dengan Kkegiatan
penyuluhan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pembinaan
kesadaran masyarakat dalam bela Negara, adapun hasil yang dicapai
yaitu:

a. Memasyarakatkan lima sila pancasila dan mengimplementasikan
dalam kehidupan sehari hari;
b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan bela Negara.

2. Program Peningkatan Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Program
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Pentingnya pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat dengan tujuan
meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pesta Demokrasi
dilaksanakan dengan kegiatan antara lain: Penyuluhan politik kepada
masyarakat, penyusunan data base partai politik,koordinasi forum
diskusi politik, verifkasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan
keuangan partai politik dan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai
politik . Hasil yang dicapai antara lain:

a. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan politik yang
demokratis;

b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan hak
suara dalam kegiatan Pemilu dan Pilkada;

c. Tersedianya data base partai politik;

d. Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik;

e. Terlaksananya pemberian bantuan keuangan partai politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
Terciptanya harmonisasi antara organisasi masyarakat dengan
pemerintah, membangun kekompakan antara Ormas/LSM dan
pemerintah yang melibatkan beberapa stakeholder antara lain
TNI,Polri,Kejari,Satpol PP dan unsur Intelejen dalam menjaga stabilitas
wilayah dilaksanakan dengan kegiatan antara lain
pembentukan/fasilitasi/koordinasi dan pendataan/sosialisasi/
pendaftaran Ormas/LSM. Hasil yang dicapai antara lain:

a. Adanya peningkatan pemahaman dan aktualisasi masyarakat akan
Pancasila;

b. Tersosilalisasinya undang-undang tentang Ormas,terdaftar dan
tersedianya data ormas/LSM.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial
dan Budaya
Meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat pada
kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama dan meminimalisir penghayat kepercayaan serta peningkatan
upaya pemberantasan penyalah gunaan Narkotika di kalangan
masyarakat serta hasil yang dicapai dalam kegiatan tersebut yaitu :

a. Adanya peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat dalam kehidupan bermayarakat;
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b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa,;

c. Adanya peningkatan toleransi dan kerukunan masyarakat dalam
kehidupan beragama

d. Meminimalisirjumlah penganut penghayat kepercayaan

e. Menurunkan jumlah pengguna narkotika.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial
Meningkatkan ketahanan masyarakat dan konsifitas daerah yang
dilaksanakan dala kegiatan koordinasi komunitas intelegen daerah
(Kominda), Forumkoordinasi pimpinan daerah(Forkopinda),dan
Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM) serta
kordinasi/fasilitasi penanganan konflik sosial. Adapun hasil yang dicapai
antara lain :
a. Terlaksananya koordinasi komunitas intelegen daerah(Kominda)
b. Terlaksanannya koordinasi/pertemuan pimpinan daerah
c. Terbentuk dan terbinanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
(FKDM)
d. Menurunnya konflik sosial dimasyarakat.
Capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan terkait tugas dan fungsi
Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun periode
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.
23 dan Tabel T-C.24.
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Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 - 2020

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Ke- Tahun Ke.
Indikator Kinexja Sesuai Target Indikator
Tugas dan Fungsi Target Target Lainnya
€ @) €] @ ) (€] <?| 3 @ ©) m @ &L @ ()
PerangkatDaerah SPM IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Th. Th. Th. Th. Th.
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pelayanan i Penyediaan Terlaksananya 8.971.0 9.240. 9.518.0 9.804.0 20.717. 5.583. 8.970. 18.317. 5.362.5 20.717. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Administrasi Jasan surat Jasa surat- 00 000 00 00 954 854 954 954 65 954
Perkantoran menyurat menvurat
2 Penyediaa Terlaksanan 14.669. 15.109 15.562. 16.029. 24.268. 10.888 11.738 16.897. 44.268. 24.268. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
nJasa ) yapembayar 000 .000 000 000 800 .859 545 089 800 800
Komunika ankominikas
si sumber i, listrik, air
daya air
dan listrik
3 Penyediaan Terwujudnya 55.639. 57.308 59.027. 60.798. 46.376. 31.793  43.677 21.387. 23.886. 46.376. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Jasa Alat penujang 000 .000 000 000 273 .263 211 287 855 273
Pemelihar Kegiatan yang
aan dan Memadai dan
Perizinan Si Kai
kendaraan lap paxal
Dinas/Ope
rasional
4 Penyediaa Terlaksananya 76.543. 78.839 81.204. 83.640. 77.737. 60.220 77.542 76.837. 77.737. 77.737. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
njasa Administrasi 000 .000 000 000 633 .000 653 633 633 633
administra Keuangan untuk
Si seluruh
Keuangan kegiatan
Badan
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NO

Indikator Kinerja Sesuai Tugas
dan Fungsi PerangkatDaerah

2

5 Penyediaa
njasa
kebersiha
n kantor

6 Penyediaa
njasa
perbaikan
peralatan
kantor

7 Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
erangan
bangunan
kantor

8 Penyedian
Bahan
Bacaan &
Peraturan
Perundang-
undangan.

Targe
t
SPM

Targ
et
IK
K

Indikator
Lainnya

5
Teijaminnva
kebersihan
lingkungan
kantor

Terlaksanan
ya
perbaikanru
tin/berkala
peralatan
keijaBadan
Terwujudko
mponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor yang
siappakaise
bagaipendu
kungkegiata
nskpd
Mengingkat
nyawawasa
n aparatur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

u»
Tahun

2016

2.837.0
00

5.000.0
00

2.578.0
00

4.242.0
00

(2)
Tahun
2017

2.922.
000

5.150.
000

2.655.
000

4.370.
000

(3)
Tahun
2018

8
3.010.0
00

5.305.0
00

2.735.0
00

4.500.0
00

(4»

Tahun
2019

9

3.100.0

00

5.464.0

00

2.817.0

00

4.635.0

27

00

<5|
Tahun
2020

10
2.935.8
49

7.000.0
00

1.916.4
50

4.242.0
00

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun

Ke-

m
Tahun

2016

11
2.500.
000

3.000.
000

1.500.
950

3.640.
000

(2) (3)
Tahun Tahun
2017 2018

12 13
2.836. 2.935.8

649 49

5.000. 5.000.0
000 00

2.577. 1.916.4
750 50

3.280. 3.440.0
000 00

4)
Tahun
2019

14
3.740.8
49

6.000.0
00

2.916.4
50

4.242.0
00

5]
Tahun
2020

15
2.935.8
49

7.000.0
00

1.916.4
50

4.242.0
00

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Tahun Ke-

m 2) (3 (4) (5»
Th. Th. Th. Th. Th.
2016 2017 2018 2019 2020

16 17 18 19 20

1,00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,00 1.00 1.00 1.00 1.00

1,00 1.00 1.00 1.00 1.00



NO

inansaror ivmerja aesuai :ugas

dan Fungsi PerangkatDaerah

Program
Peningka
tan
Sarana
dan
Prasaran
a
Aparatur

Targe Targ

t et

SPM IK
K

Rapat-
rapat
koordinasi
dan
Konsultasi
ke luar
daerah

Pengadaan
Perlengkapan

gedung
kantor

Pengadaan
Mebeleur

Pengadaa

n
komputer

Rehabilita
Si sedang/
beratruma
h/gedung

kantor

Target
Indikator
Lainnya

5
Terlaksanan

ya
koordinasi
dan
konsultasi

ke luar
daerah
beserta
pelaporannya

Kenyamana
n Aktivutas
inerja
Aparatur

Terciptanya
kelancaran
kinerja
aparatur

Meningkatn
ya
kelancaran
pelayanan
Terwujudny
a prasarana
operatur

yang
memadai

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun
Ke-

(M
Tahun
2016

6
96.652.
000

31.929.
000

52.533.
000

46.536.
000

42.125.
000

(2)
Tahun
2017

7
99.552
.000

31.929
.000

52.533
.000

46.536
.000

42.125
.000

(3)
Tahun
2018

8

102.539
.000

31.929.

000

52.533.

000

46.536.

000

42.125.

000

(» (5)
Tahun Tahun
2019 2020

9 10
105.615 149.555

.000 .803
31.929. 55.000.
000 000
52.533. 35.973.
000 750
46.536. 60.276.
000 000
42.125. 119.901
000 .285

28

(1) (2)
Tahun
2016 2017

11 12
141.33 147.41
9.449 7.803

30.769 25.095
.038 .163

52.056
400

45.652 27.357
.760 .885

42.124 13.690
543 .543

Tahun

(4»

Tahun

2019

14
87.525.
803

25.015.

563

35.973.
750

60.276.
050

(5)
Tahun
2020

15
149.555
.803

55.000.
000

35.973.
750

60.276.
000

119.901
.285

u)
Th.
2016

16
1,00

1,00

1,00

1,00

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Tahun Ke-

12) (3 4) (5)
Th. Th. Th. Th.
2017 2018 2019 2020

17 18 19 20

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00



Rasio Capaian Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun

) ) ) ] Ke- Tahun Ke-
Indikator K}mer]a Sesuai Tugas Target |
NO dan Fungsi PerangkatDaerah Target arget Indikator
D oM IKK Lainnya 0 > e @ e o o @ @ & T @ o O 0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 201'8 2019 202'0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17 18 19 20
m Program Penyusun Tersedianya 2.615.0 2.615. 2.615.0 2.615.0 15.214. 3.194. 2.569. 2.614.6 14.009. 15.214. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Peningka an Dokumen 00 000 00 00 685 310 685 85 885 685
tan laporan Laporan
Pengemb capaian SKPD
angan kinerja
Sistem dan
Pelapora ikhtisar
n realisasi
Capaian kinerja
Kinerja SKPD
dan Penyusun Tersedianya 6.763.0 6.763. 6.763.0 6.763.0 1.681.0 10.622 2.658. 1.681.0 860.550 1.681.0 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Keuangan an Dokumen 00 000 00 00 50 409 050 50 50
Laporan Laporan
Keuangan Keuangan
Semestera Semesteran
n
Penyusunan Tersedianya 2.577.0 2.577. 2.577.0 2.577.0 1.918.6 2.454. 2576. 1.916.6 1.270.6 1.918.6 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
Laporan laporan 00 000 00 00 40 776 640 40 40 40
Tahunan keuangan
SKPD untuk
seluruh
kegiatan
akhir tahun.
Monitoring Tersedianya 22.849. 22.849 22.849. 22.849. 27.329. 22.489 22.839 27.329. 18.579. 27.329. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
,Evaluasida laporan 000 .000 000 000 248 176 .248 248 248 248
dan keuangan
Pelaporan untuk
seluruh
kegiatan
akhir tahun.
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Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

NO Fungsi PerangkatDaerah
1
XV Program Penyusun
Penyusu An
nan RKA/DPA
Rencana SKPD
Keija
SKPD
Penyusun
An
Rencana
Strategis
Dan
Rencana
Keija
Tahunan
SKPD
\V Pengemb Peningkatan
angan Wawasa Toleransi
n Kebangs dan
aan. Kerukunan
Dalam
Kehidupa
n Beragama

Targe
t
SPM

Targe
t
IKK

Target
Indikator
Lainnya

5
Tersedianya
Rencana
keija
Anggaran
dan
Dokumen
Pelaksana
Anggaran
SKPD yang
memadai.
Tersedianya
Dokumen
Rencana
Keija
Tahunan

Meningkatnya
Toleransidan
Kerukunan
umat
beragama
dikalangan
masyarakat.

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

m
Tahun

2016

6
20.831.
000

7.364.0
00

22.777.
000

(2)
Tahun
2017

7
20.831
.000

7.364.
000

22.777
.000

3
Tahun
2018

8

20.831.
000

7.364.0
00

22.777.
000

30

@
Tahun
2019

9
20.831.
000

7.364.0

00

22.777.
000

(5)
Tahun
2020

10
56.903.
370

36.318.
078

28.384.
567

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun

Ke-

(1»
Tahun
2016

11
21.510
715

6.081.
378

24.870
.067

2]
Tahun
2017

12
14.235
.235

13.768
.955

22.316
.667

3
Tahun
2018

13
25.703.
370

18.493.
978

16.008.
955

@
Tahun
2019

14
25.707.
245

30.318.
078

28.338.
967

(5)
Tahun
2020

15
56.903.
370

36.318.
078

28.384.
567

Rasio Capaian Perangkat Daerah

(M
Th
2016

16
1,00

1,00

1,00

12)
Th.
2017

17
1.00

1.00

1.00

Tahun Ke-

3 @ (5)
Th. Th. Th.
2018 2019 2020

18 19 20
1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00



Rasio Capaian Perangkat Daerah

at FKDM.

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke-
. . . . Ke- Ke-
maiKaior tuneija sesuai 1ugas Target
dan Fungsi PerangkatDaerah Indikator (i) <]
Lainnya (D (5) Th. h.
Tahun Tahun 2016 2017
2016 2020
2 s 6 15 16 17
Peningkat Meningkatn 11.847. 26.849. 1,00 1.00
an Rasa ya 000 515
Solidaritas solidaritas
dan lkatan dikalangan
Sosial masyarakat.
Dikalanga
N
Masyarak
at.
Peningkat Meningkatn 11.847. 30.062. 1,00 1.00
An ya 000 508
Kesadaran Kesadaran
Masyarak masyarakat
at akan akan nilai
Nilai luhur
Luhur budaya
Budaya bangsa.
Bangsa.
Pembinaa Terpenuhin 27.009. 65.638. 1,00 1.00
n Forum ya kualitas 000 210
Kewaspad pengurus
aan Dini FKDM.
Masyarak



NO

maiKator mnerja aesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

5 Monitorin

%embinaa
n dan

Pendaftar
an Ormas
dan LSM.

6 Pembinaa

N
Kesadaran
Bela
Negara

7 Fasilitasi,

Koordinasi
dan
Pembinaa
n FKUB

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikato
rLainnya

S
Terdatanya

pendaftaran
ormas.

Meningkatn

ya
kesadaran
pengurus
PKK
terhadap
Negara

Terjalinnya

Sikap
Toleransi
antar Umat
Beragama

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Ke-
© @) ® (%) ®)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
6 7 8 9 10

33.948. 33.948 33.948. 33.948. 91.376.

000 .000 000 000 055

9.783.0 9.783. 9.783.0 9.783.0 28.838.

00 000 00 00 150

16.342.  16.342 16.342. 16.342. 35.150.

000 .000 000 000 925

32

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Tahun Kp-
Ke-
(M <2 3 5
TR TR C TN - SR B Rt N S
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
85.03 41.083 114.720 94.931. 91.376. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
6
.082 159 .459 859 055
19.16 9.782. 11.912. 12.266. 28.838. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
.650 700 700 850 150
16.26 16.265 18.748. 29.685. 35.150. 1,00 1.00 1.00 1.00 1.00
.050 A75 550 425 925



Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi
PerangkatDaerah

8 Revitalisas
i dan
aktualisasi
nilai-nilai
Pancasila

8 Pembentu
kan Pusat
Pendidika
N
Wawasan
Kebangsa
an (PPWK)

9 Penyeleng
Garaan
Forum
Pembaura
N
Kebangsa
An

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikato
rLainnya

5
Meningkatn
ya
pemahaman
nilai
pancasila
dikalangan
masyarakat

Meningkatn
ya
pengetahua
n
pendidikan
wasbang

Meningkatn
ya
kesadaran
sikap
masyarakat
menerima
kemajemuk
An

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Ke-

(i)
Tahun
2016

10.909.
000

122.98
7.000

17.157.
000

(2)
Tahun
2017

10.909
.000

122.98
7.000

17.157
.000

(3)
Tahun

2018

10.909.
000

122.987
.000

17.157.
000

4)
Tahun
2019

10.909.
000

122.987
.000

17.157.
000

33

(5)
Tahun
2020

10
28.769.
175

117.382
.826

29.663.
150

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun
Ke-

1) <2* 3) <41 (5)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020

a 12 13 14 15
17.322 10.908 11.814. 16.701. 28.769.

125 725 225 175 175

18.748. 24.923. 117.382
550 000 .826
18.895. 18.679. 29.663.
200 150 150

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Tahun Ke-
o @ 3) (4) (5)
201.6 Th. Th. Th. Th.
2017 2018 2019 2020
16 17 18 19 20
1,00 1.00 1,00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00



NO

Vi

Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi TargetSPM TargetIKK
PerangkatDaerah

10

Progra 1
m
Penge
mb
angan
Wawas
a

n
Kebang
s

aan

Sosialisasi
Peraturan
Perundan

Undangan

Pelaksana

an kirab
Pataka

Monitorin
G
ketahanan
Sumber
Daya
Alamperd
Agangand
Anekonom
i

Target
Indikato
rLainnya

5
Meningkatn
ya
pemahaman
peraturan
perundang-
undangan

Terciptanya

hubungan
yang baik

dikalangan

masyarakat.

Termonitori
ngnya
perdaganga
n dan
perekonomi
an
masuyaraka
t.

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Ke-

m
Tahun
2016

124.52

7.000

12.352.
000

(2)
Tahun
2017

10.909
.000

122.98

7.000

17.157
.000

(3)
Tahun
2018

10.909.
000

122.987

.000

17.157.
000

4)
Tahun
2019

10.909.
000

122.987

.000

17.157.
000

34

(5)
Tahun
2020

10
28.626.
322

43.407.
185

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun

Ke-

d)
Tahun
2016

11

99.541

.964

40.937
.160

(2)
Tahun
2017

12

122.69

9.864

12.352
110

(3)
Tahun
2018

13

26.227.
160

(4)
Tahun
2019

14

43.407.
185

(1)
(5> Th.
Tahun 2016
2020

15 16

28.626.
322

1.00

43.407. 1.00
185

Rasio Capaian Perangkat Daerah

Tahun Ke-

@ <3| (4) (5)
Th. Th. Th. Th.
2017 2018 2019 2020

17 18 19 20

1.00

1.00

1.00 1.00 1.00 1.00



Rasio Capaian Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun
) ) ] Ke- Ke- Tahun Ke-
Indikator Kinerja Se;ual Ta_rget M
Tugas dan Fungsi Target Target Indikato
PergangkatDaer%h SPI?/I IKgK rLainnya ) <2) ®3) ) (5) (i» @ © <4( (6)  Th. Th(.z) T(::]) T(A:]) T(i)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 201.8 2019 202'0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3 Koordinasi Terlaksanan 107.87 107.87 107.870 107.870 117.91 182.68 307.587 1.00 1.00 1.00
Intelijen ya 0.000 0.000 .000 .000 2.433 4.783 .624
Daerah koordinasi
(Kominda) Tim
kominda
4 Koordinasi Terciptanya  86.492. 86.492 86.492. 86.492. 77.372. 75.856 73.640 80.518. 68.522. 77.372. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Dan Kondusifitas 000 .000 000 000 536 .136 .036 036 536 536
Fasilitasi Wilayah
Penangan
an Konflik
Sosial
5 Pembangu Bangunan 150.00 150.00 150.000 150.000 140.42 1.00
nan Pos pos jaga 0.000 0.000 .000 .000 3.000
Jaga terpadu
Terpadu yang
dibangun
6 Forum Terkendalin 1.066.3 1.049.7 1.066.3 1.066.3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Koordinasi ya 10.770 73.270  10.770  10.770
Pimpinan Kondusifitas
Daerah Wilayah
(FORKOPI
MDA)
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Indikator Kinexja Sesuai
Tugas dan Fungsi
PerangkatDaerah

Target Target
SPM IKK

Koordinasi
Kewaspad
aan Dini
Pemerinta
h Daerah

Pengawas
an Aliran
Kepercaya
An
Masyarak
At
(PAKAM)
Pengawas
an orang
asing dan
Lembaga
Asing

Target
Indikato
rLainnya

5
Meningkatn
ya Peran
Pemda dan
Partisipasi
masyarakat
untuk
memelihara
stabilitas
keamanan
dan
ketertiban
umum
Terciptanya
Keamanan
dan
Pencegahan
ATHG

Teriaksanan
ya
koordinasi
aparatur
pengawasan
orang asing
& lembaga
Asing

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Ke-

@ 2 (3t
Tahun Tahun Tahun

2016 2017 2018
6 7 8
32.562. 32.562 32.562.

000 .000 000

4)
Tahun
2019

9

32.562.
000

36

(5)
Tahun
2020
10
209.513
.833

175.161
436

. . . Rasio Capaian Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun

Ke- Tahun Ke-
<2| (3) 14) ()
&) ) (3) <Al &) Th Th. Th. Th. Th.
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
209.513 1.00
.833
175.161 1.00
436



Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi
PerangkatDaerah

2
Program i Penyuluha
Pendidik n kepada
an masyarak
Politik
Masyara at.
kat

2 Koordinasi
Forum-
forum
Diskusi
Politik.

3 Verifikasi
Persyarata
n adm.
Pengajuan
Bantuan
Keuangan
parpol.

Target
Indikato
rLainnya

5
Meningkatn

ya
Partisipasi

masyarakat
dalam
berdemokra
si.
Terciptanya
kesadaran
pemahaman
dalam
berpolitik
anatar
parpol.
Terwujudny

a
kelengkapa
n
administrasi
dan realisasi
bantuan
keuangan
parpol.

Rasio Capaian Perangkat Daerah

'Pl;z:rget Renstra Perangkat Daerah Tahun E:alisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke-
) ) ©) ) ®)

m (2) 3) <4 (5) (i) (2) (3) (4) () Th. Th Th.  Th. Th.
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27.448. 27.448 27.448. 27.448. 68.997. 19.685 27.448 66.874. 28.577. 68.997. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
000 .000 000 000 900 .320 .045 195 945 900

34.139. 34.139 34.139. 34.139. 56.111. 19577 33.960 62.995. 20.660. 56.111. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
000 .000 000 000 800 .100 .950 750 800 800

55.135. 55.135 55.135. 55.135. 103.591 55.337 65.719 103.007 70.829. 103.591 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
000 .000 000 000 .845 745 .238 438 245 .845
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Rasio Capaian Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun Tahun Ke-
Indikator Kineija Sesuai Target Ke- Ke-
Tugas dan Fungsi Perangkat Target Target Indikator <> > 4 5
Daerah SPM IKK Lainnya ) () (€)] [4) (5) 1) () ©)] 4 ®) Thn ghn T(E)n 'I('rzn Ta(h)un
Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
n n n n n 2016 2017 2018 2019 2020
2016 2017 2018 2019 2020
2 3 4 S 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 Pembinaan Terpantaunya 50.000.0  50.000. 104.369. 1.00  1.00
Penyelenggaraan Peaksanaan 00 000 341
Pemilu Kada Pemilu dan
Gubernur dan Pilkada
Wakil Gubernur
5 Sosialisasi Terlaksanan 65.106. 65.106. 1.00
Undang- ya sosialisasi 670 670
Undang Undang-
Pemilu undang
Pemilu
6  Penyusunan Tersedianya 10.000. 32.083. 32.083. 1.00 1.00 1.00 1.00
Data Base Data-data 000 926 926
Partai Parpol.
Politik.
7 Fasilitasi, Terciptanya 149.280 149.280 1.00
Koordinasi pileg yang 870 870
Penyeleng Jujur dan
garaan Pileg Adil
dan
Pilpres
8  Monitoring Terciptanya 149.280 149.280 1.00
Pemilihan Pemilukada 870 .870
Kepala Daerah yang Jujur
dan Wakil dan Adil
Kepala
Daerah
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NO

Pelay
anat)

Admi
nistra
s
Perka
ntora
n

URAIAN

2

Penyediaa
nJasa
Surat
Menyurat
Penyediaa
nJasa
Komunika
si sumber
daya air
dan listrik
Penyediaa
n Jasa
Pemelihar
aan dan
Perizinan
kendaraan
Dinas/Ope
rasional
Penyediaa
njasa
administra

Si
Keuangan

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2016

Anggaran

8.971.
000

14.669
.000

55.639
.000

76.543
.000

Tahun
2017

Anggaran

9.240.
000

15.109
.000

57.308
.000

78.839
.000

Tahun
2018

Anggaran

18.317.
954

16.897.
089

59.027.
000

81.204.
000

Tahun
2019

Anggaran

9.804.0
00

44.268.
800

60.798.
000

83.640.
000

Tahun
2020

Anggaran

20.717.
954

24.268.
800

62.622.
000

86.149.
000

u)
Thn
2016

Realisasi

5.583.
854

10.888
.859

31.793
.263

60.220
.000

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(2)
Thn
2017

Realisasi

8.970.
954

11.738
545

43.677
211

77.542
.653

3)
Thn
2018

Realisasi

10

18.317.
954

16.897.
089

21.387.
287

76.837.
633

39

(4)
Thn
2019

Realisasi

5.362.5
65

44.268.
800

23.886.
855

77.737.
633

(5)
Thn
2020

Realisasi

12
20.717.
954

24.268.
800

46.376.
273

77.737.
633

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

(1)
Thn

2016

Realisasi
&
Anggara
n
13

62

74

57

79

(2)
Thn
2017

Realisasi
&
Anggara
n
14

97

78

76

1.00

KE-

13)
Thn
2018

Realisasi
&
Anggara
n
15

1.00

1.00

36

95

4)
Thn
2019

Realisasi
&
Anggaran

16
54

89

93

Rata-Rata
(5) ’
Thn n (49
2020
Realisasi Angg Reali
& aran sasi
Anggaran
17 18 19
1.00
1.00
74
90



NO URAIAN

2
Penyediaa
njasa
kebersiha
n kantor
Penyediaa
njasa
perbaikan
peralatan
kantor
Penyediaa
n
kompone
n instalasi
listrik/pen
erangan
bangunan
kantor
Penyedia
n Bahan
Bacaan&P
eratur
Per-
undangan

Undangan
Rapat-
rapat
koordinas
idan
Konsultasi

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2016

Anggar
an

2.837.
000

5.000.
000

2.578.
000

4.242.
000

141.33
9.449

Tahun

2017

Anggar
an

2.922.
000

5.150.
000

2.655.
000

4.370
000

147.41
7.803

Tahun
2018

Anggara

n

5

3.010.0
00

5.305.0

2.735.0
00

4.500.0
00

112.33
4.660

Tahun
2019

Anggara
n

3.100.0
00

6.000.0

4.635.0

00

105.61
5.000

Tahun
2020

Anggara
n

3.193.0
00

7.000.0

2.902.0
00

4.774.0
00

149.55
5.803

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

KE-

(1) (2) ®) 14) ) : 3 4 5
Thn Thn Thn Thn Thn ut ) @) 141 ®)
2016 2017 2018 2019 2020 Thn Thn Thn Thn2019 Thn2020

2016 2017 2018
Realisasi Realisasi Realismsi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi& Realisasi
& & & Anggaran &
Anggara Anggara Anggara Anggaran
n n n
8 9 10 a 12 13 14 15 16 17
2.500. 2.836. 2.935.8 3.740.8 2.935.8 88 97 98 1.00 92
000 649 49 49 49
3.000. 5.000. 5.000.0 6.000.0 7.000.0 60 97 94 1.00 1.00
000 000 00 00 00
1.500. 2.577. 1.916.4 2.916.4 1.916.4 58 97 70 1.00 66
950 750 50 50 50
3.640. 3.280. 3.440.0 4.242.0 4.242.0 86 75 76 91 89
000 000 00 00 00
141.33 147.41 112.33 87.525. 149.55 1.00 1.00 1.00 83 1.00
9.449 7.803 4.660 803 5.803

40

Rata-Rata

n (4

Angg
aran

18

%

Reali
sasi

19



NO

Anggaran Anggaran

Tahun
URAIAN 2016
2 3
ke
luar
dae
rail
Piogi i Penga 31.929
am daan .000
Peni Perlen
n gka
gkat pan
an gedun
Sara
na Eantor
dan
Prasa
rana
Apar
atur
2 Penga 52.533
daan .000
Mebele
ur
3 Penga 46.536
daan .000
komput
er
4 Rehab  42.125
ilita 000
siseda
ng/
bgratr
um
ah/ge
dun
gkantor

Tahun2017

31.929
.000

52.533
.000

46.536
.000

42.125
.000

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2018

Anggaran

31.929.
000

52.533.
000

46.536.
000

42.125.
000

Tahun
2019

Anggaran

31.929.
000

52.533.
000

60.276.
050

42.125.
000

Tahun
2020

Anggara
n

55.000.
000

52.533.
000

60.276.
000

119.90
1.285

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(1)
Thn
2016

Realisasi

30.769
.038

52.056
400

45.652
.760

42.124
543

(2)
Thn
2017

Realisa
si

25.095
.163

27.357
.885

13.690
.543

@
Thn
2018

Realisasi

10

13.915.
563

41

@
Thn
2019

Realisa
si

25.015.
563

35.973.
750

60.276.
050

@)
Thn d)
2020 Thn
2016
Realis Realisasi
asi &
Anggara
n
12 13
55.000. 97
000
35.973. 99
750
60.276. 98
000
119.90 1.00
1.285

@
Thn
2017

Realisasi
&
Anggara
n

14

79

56

82

TAHUN KE-

€}
Thn
2018

Realisasi
&
Anggara
n

15

44

&

Thn
2019

Realisasi

&
Anggara
n

16

79

68

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA

©®)
Thn
2020

Realisasi
&
Anggara
n

17

1.00

68

Rata-Rata
Pertumbuhan

(%)

Angg Reali
aran sasi

18 19



ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN Rata-Rata

KE- Pertumbuhan
Tahun  Tahun Tahun Tahun Tzzhzuon S T(i) _l_(f]) T(‘:]) 'r(i) (1) @) I3) l4] ®) (%i
n n n n n
URAIAN 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2020 Thn Thn Thn Thn Thn
2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran Anggaran Angara Anggaran Anggara Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisa Realisasi& Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Angg Anggar
n n si Anggaran & & & & aran an
Anggara Anggara Anggara Anggara
n n n n
2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 17 18 19
Prog i Penyusu 3.194. 2.615. 2.615.0 14.009. 15.214. 3.194. 2.569. 2.614.6 14.009. 15.214. 1.00 98 1.00 1.00 1.00
ram nan 310 000 00 885 685 310 685 85 885 685
Peni laporan
n Capaian
gkata kinerja
n dan
Peng ikhtisar
e realisasi
mban kinerja
gan SKPD
Siste
m
Pelap
oran
Capa
ian
Kine
ija
dan
Keua
ngan
2 Penyusu 10.622 6.763. 6.763.0 6.763.0 6.763.0 10.622 2.658. 1.681.0 860.55 1.681.0 1.00 39 25 13 25
nan 409 000 00 00 00 409 050 50 0 50
Laporan
Keuanga
n
Semeste
ran

42



NO

Progr
am
Peny

suna

Rene
ana
Keija
SKPD

URAIAN

2

3 Penyusu
n n
Laporan
Tahuna
n
SKPD

4 Monitori
ng,
Evaluasi

anPelapo
r
An

1 Penyusu
nan
RKA/DP
A SKPD

2 Penyusu
nan
Rencana
Strategis
dan
Rencana
Keija
Tahuna
nSKPD

Tahun
2016

Anggai
an

2.577.
000

22.849
.000

21.510
715

7.364.
000

Tahun Tahun
2017 2018
Anggar Anggara

an n

4 5

2.577. 2.577.0
000 00
22.849 27.329.
.000 248
20.831 25.703.
.000 370
13.768 18.493.
.955 978

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2019

Anggaran

2.577.0
00

22.849.
000

25.707.
245

30.318.
078

Tahun
2020

Anggara
n

2.577.0
00

27.329.
248

56.903.
370

36.318.
078

(D
Thn
2016

Realisasi

2.454.
776

22.489
.176

21.510
715

6.081.
378

(2» ©))
Thn Thn
2017 2018

Realisasi Realisasi

9 10

2.576. 1.916.6
640 40
22.839 27.329.
.248 248
14.235 25.703.
.235 370
13.768 18.493.
.955 978

43

@
Thn
2019

Realisasi

1.270.6

18.579.
248

25.707.
245

30.318.
078

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

©®
Thn
2020

Realisa
si

12

1.918.6
40

27.329.
248

56.903.
370

36.318.
078

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

(1) (2)
Tah Tahun
anun 2017
2016
Realisasi& Realisasi
Anggaran &
Anggara
n
13 14
95 1.00
98 1.00
1.00 68
82 1.00

KE-

©
Tahun
2018

Realisasi
&
Anggara
n

15
74

1.00

1.00

@
Tahun
2019

Realisasi
&
Anggara
n

16

49

81

1.00

)
Tahun
2020

Realisasi
&
Anggara
n

17

74

1.00

1.00

Rata-Rata

%)

Reali
sasi

Angg
aran

18 19



URAIAN

Peng
e
mban
gan
Waw
asan
Keba
ngsa
an.

Pening
katan
Tolera
nsi
dan
Keruk
unan
Dalam
Kehid
upan
Beraga
ma
Pening
katan
Rasa
Solida
rita

s dan
Ikatan
Sosial
dikala
ngan
Masya
rak

at.
Penin
gkat
an
Kesad
aran
Masya
rak at
akan
Nilai
Luhur
Bud
aya
Ban

l-gg*:___

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

24870 22.777

)

Thn
2017

Realisasi

9

22.316

.667

11.629
.065

11.847
.058

(4)
Thn
2019

Realis
asi

11

28.338.
967

10.389
515

15.049.
158

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

<5)
Thn
2020

Realisasi

12

28.384
567

26.849.

515

30.062.

508

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(M
Tabun
2016

Realisasi
&
Anggaran
13
1.00

1.00

(2) Tahun
2017
Realisasi
&
Anggaran
14
98
98
1.00

(3) Tahun
2018

Realisasi
&
Anggaran

15
70

1.00

(4) Tabun

2019

Realisasi
&
Anggaran
16
1.00

88

(5) Tahun

2020

Realisasi

&

Anggaran
17

1.00

1.00

1.00

Rata-Rata
Pertuinbub
an o)

Angg Reali
aran sasi

18 19



NO

URAIAN

2
4

Pembi
naan
Forum
Kewas
pad
aan
Dini
Masya
rakat
FKDM

Monit
oring,
Pembi
naan
dan
Pendaf
taran
Ormas
dan
LSM.
Pembi
naan
Kesad
aran
Bela
Negara
Fasilit
asi,
Koordi
nasi
dan
Pembi
naa

n FKUB

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2016

Anggaran

55.218
.385

85.036
.082

19.169

.650

16.342
.000

Tahun20X7

Anggaran

4

27.009
.000

41.083
.159

9.782.

700

16.342
.000

Tahun Tahun
2018 2019
Anggaran Anggar

an

5 6

31.167. 90.965.
426 710
114.72 94.931.
0.459 859
11.912. 12.266.
700 850
18.748. 29.685.
550 425

Tahun
2020

Anggara
n

65.638.
210

91.376.
055

28,838.

150

35.150.
925

d))
Thn
2016

Realisasi

55.218
.385

85.036
.082

19.169

.650

16.264
.050

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

12)
Thn
2017

Realisasi

9

26.018
.826

41.083
.159

9.782.

700

16.265
AT75

®)
Thn
2018

Realisasi

10

31.167.
426

114.72
0.459

11.912.
700

18.748.
550

45

4)
Thn
2019

Realisasi

90.965.
710

94.931.
859

12.266.

850

29.685.
425

(5)
Thn
2020

Realisasi

12

65.638.
210

91.376.
055

28.838.

150

35.150.
925

(1)

Tahun
2016

Realisasi

&

Anggara

n
13

1.00

1.00

99

n

)

Tahun
2017

Realisasi
&
Anggara

14
96

99

TAHUN KE-

<3)
Tahun
2018

Realisasi
&
Anggara
n

15
1.00

1.00

1.00

4)
Tahun
2019

Realisasi
&
Anggara
n

16

1.00

1.00

1.00

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA

(5)
Tahun
2020

Realisasi
&
Anggara
n

17

1.00

1.00

1.00

1.00

Rata-Rata
Pertumbu
han (%)

Ang Real
8 i
ara sasi
n

18 19



ANGGARAN PADA TAHUN KE- REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA

TAHUN KE- Rata-Rata

Tahun Tahun2017 Tahun Tahun Tahun (t @ ®) 14) 151 (1) @ 3) @) ) han 104

URAIAN 2016 2018 2019 2020 Thn Thn Thn Thn Thn Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Anggaran Anggaran Anggara Anggara Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Ang Real
n n & & & & & g i
Anggara Anggara Anggara Anggara Anggara ara sasi
n n n n n n
2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15 16 n 18 19

s Revitalis 17.322 10.908 11.814. 16.701. 28.769. 17.322 10.908 11.814. 16.701. 28.769. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

asi dan 125 725 225 175 175 125 725 225 175 175
aktualisa

sinilai-
nilai
pancasila
9 Pembent  122.98 18.748. 24.923. 117.38

ukan 7.000 550 000 2.826
Pusat

Pendidik
an
Wawasan
Kebangs
aan
(PPWK)
1 Penyelen 17.157 18.895. 18.679. 29.663.

0 ggaraan .000 200 150 150
Forum

Pembaur
an
Kebangs
a

an
1 Sosialisa 10.909 10.909. 10.909. 28.626. 28.626. 1.00

1 ;‘ .000 000 000 322 322
eratura

n
Perunda
ng-
undangan

46



NO

VI

URA1A

2

Progr i Pelaksan
am aan
Peng kirab
e Pataka
mban
gan
Waw
asan
Keba
ngsa
a
n

2 Monitori

ng
ketahan
a
nsumber
Daj-a
Alamper
d
agangan

anekono
mi.

3 Koordin
as i
Intelijen
Daerah
(Kominda)

4 Koordina
si dan
Fasilitasi
Penanga
nan
Konflik
Sosial

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun Tahun2017 Tahun Tahun
2016 2018 2019
Anggaran Anggaran Anggar Anggara
an n
3 4 5 6
124.52 122.98 122.98 122.98
7.000 7.000 7.000 7.000
40.937 17.157 26.227. 43.407.
.160 .000 160 185
117.91 182.68 307.58 107.87
2.433 4.783 7.624 0.000
86.492 86.492 86.492. 86.492.
.000 .000 000 000

Tahun
2020

Anggaran

122.98
7.000

43.407.
185

107.87
0.000

86.492.
000

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(1) (2) 3) <4) <5)
Thn Thn Thn Thn Thn
2016 2017 2018 2019 2020

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

8 9 10 11 12
99.541 122.69

.964 9.864
40.937 12.352 26.227. 43.407. 43.407.

.160 110 160 185 185

117.91 182.68 307.58

2.433 4.783 7.624
75.856 73.640 80.518. 68.522. 77.372.
.136 .036 036 536 536
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(1) 12)
Tahun Tahun
2016 2017

Realisasi Realisasi
& &
Anggara Anggara
n n

13 14

80 1.00

1.00 72

1.00 1.00

88 85

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA

TAHUN KE-

(3
Tahun
2018

Realisasi
&
Anggara
n

15

93

Realisasi

&

4)
Tahun
2019

Anggara

n

16

79

Rata-Rata
(5) han (%)
Tahun
2020
Realisasi Ang Real
& i
Anggara ara sasi
n n
17 18 19
1.00
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NO

URAIAN

2

5 Pembang
unan Pos
Jaga
Terpadu

6 Forum
Koordinasi
Pimpinan
Daerah
(FORKOPI
MDA)

7 Koordinasi
Kewaspad
aan Dini
Pemerinta
h Daerah

g Pengawasan
Aliran
Kepercayaan
Masyarak at
(PAKAM)

9 Pengawasan
orang asing
dan lembaga
asing

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun Tahun Tahan Tahun
2016 2017 2018 2019

Anggaran Anggar Anggara Anggara

an n n
3 4 5 6
150.00 150.00 150.00 150.00
0.000 0.000 0.000 0.000

32.562 32.562 32.562. 32.562.
.000 .000 000 000

Tahun
2020

Anggara
n

150.00
0.000

175.16
1.436

32.562.
000

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(1 » 2> 3) (4)
Thn Thn Thn Thn
2016 2017 2018 2019

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

140.42
3.000

1.049.7 1.066.3
73.270 10.770
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Thn
2020

Realisasi

12

1.066.3
10.770

209.51
3.833

175.16
1.436

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA

TAHUN KE-
1> (2)
Tahun Tahun
2016 2017
Realisasi Realisasi
& &
Anggara Anggara
n n
13 14
93

3)

Realisasi

&

Tahun
2018

Anggara

n

15

4)
Tahun
2019

Realisasi
&
Anggara
n

16

<5|
Tahun
2020

Realisasi
&
Anggara
n

17

1.00

Rata-Rata
Pertumbu
han (%)

Ang
ara

18

Real
i
1gusi

19



NO

1
Vil

Prog
ram
Pend

i
dika
n
Polit
ik
Masy
arak
a

T

URAIAN

i Penvulu
h an
kepada
masyara
k at.

2 Koordina
si
Forum-
forum
diskusi
Politik.

3 Verifikas

persyara
tan

adm.
Pengajua
n
bantuan
keuanga

n
parpol.

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun
2016

Anggaran

27.448
.000

34.139
.000

55.337
745

Tahun
2017

Anggar
an

4
27.448
.000

34.139
.000

65.719
.238

Tahun
2018

Anggara
n

66.874.
195

62.995.
750

103.00
7.438

Tahun
2019

Anggara
n

28.577.
945

34.139.
000

70.829.
245

Tahun
2020

Anggara
n

68.997.
900

56.111.
800

103.59
1.845

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(1)
Thn
2016

Realisasi

19.685
.320

19.577
.100

55.337
745

(2)
Thn
2017

Realisasi

27.448
.045

33.960
.950

65.719
.238

3)
Thn
2018

Realisasi

10
66.874.
195

62.995.
750

103.00
7.438
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4)
Thn
2019

Realisasi

28.577.
945

20.660.
800

70.829.
245

<5|
Thn
2020

Realisasi

12
68.997.
900

56.111.
800

103.59
1.845

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

KE-
(1) Tahun (2) Tahun 3)
2016 2017 Tahun
2018
Realisasi Realisasi Realisasi
& & &
Anggaran Anggara Anggara
n n
13 14 15
72 1.00 1.00
57 99 1.00
1.00 1.00 1.00

4) )
Tahun Tahun
2019 2020
Realisasi Realisasi
& &
Anggara Anggara
n n
16 17
1.00 1.00
60 1.00
1.00 1.00

Rata-Rata

han (o

Ang Real
8 i
ara sasi
n

18 19



NO

URAIAN

5

2

Sosialisa
si
Undang-
Undang
Pemilu

Penyusu
nan
Data
Base
Partai
Politik

Fasilitasi

Koordina
si
Penyelen
ggaraan
Pileg dan
Pilpres
Monitori

ng
Pemiliha
n Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepal

a

Daera

h

ANGGARAN PADA TAHUN KE-

Tahun Tahun Tahun Tahun
2016 2017 2018 2019
Anggar Anggaran Anggaran Anggara
an n
3 4 S 6
65.106.
670
10.000. 32.083.
000 926
149.28
0.870

Tahun
2020

Anggara
n

149.28
0.870

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-

(D @) 3 @
Thn Thn Thn Thn
2016 2017 2018 2019
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
8 9 10 11
65.106.
670
32.083.
926
149.28
0.870
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(5)
Thn
2020

Realisasi

12

149.28
0.870

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN

KE-
(1 )Tahun (2) Tahun ]
2016 2017 Tahun
2018
Realisasi Realisasi Realisasi
& & &
Anggaran Anggara Anggara
n n
13 14 15
1.00

@ (S
Tahun2019 Tahun
2020
Realisasi& Realisasi
Anggaran &
Anggara
n
16 17
1.00
1.00
1.00

Rata-Rata
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han (%)
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i
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, di identifikasikan

tantangan-tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang

meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

1.Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu:

a. Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang kurang memadali
di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial
budaya.

b. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
kesatuan bangsa, politik dan ketahanan ekonomi sosial budaya
yang belum sepenuhnya optimal.

c. Sumber daya aparatur yang tidak ditunjang dengan diklat teknis dan
diklat fungsional sehingga menyebabkan kinerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik belum optimal.

d. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa yang belum
sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan progam dan
kegiatan yang ada.

2. Kondisi Eksternal

Dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Sumbawa juga menghadapi beberapa tantangan

yang yang berasal dari kondisi eksternal:

a. Mobilitas penduduk antar wilayah kecamatan, kabupaten/kota dan
provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas
penduduk secara optimal.

b. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan politik dan
proses pengambilan kebijakan publik yang masih rendah.

c. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata
yang bisa mendorong munculnya potensi konflik sosial ekonomi
akibat kesenjangan ekonomi.

d. Kebijakan pembangunan daerah yang belum sepenuhnya
memperhatikan analisis dampak (lingkungan) sosial masyarakat atau
nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi
menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.

e. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih rendah yang
berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik
masyarakat.

f. Kondisi geografis di beberapa wilayah di kabupaten Sumbawa,
seperti daerah pegunungan, kepulauan luar, daerah terpencil dan
daerah perbatasan, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah
untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi
membahayakan kesatuan bangsa dan politik masyarakat.

g. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya
ideologi politik asing yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan
UUD 1945.

h. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan
masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.

I. Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya
pelaksanaan pemilu dan pilkada, yang terlalu sering kuantitasnya
sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di
masyarakat.
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3. Peluang

Peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun ke

depan adalah:

2.4.1.1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk
membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui
upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan
paket undang-undang politik, wacana penyelengaraan sistem
pilkada serentak, dan wacana pemilihan Bupati olen DPRD. Adanya
wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang- undang
tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang
ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif
di masyarakat. Adanya kesamaaan, keterkaitan dan keselarasan
visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD
Kabupaten Sumbawa 2021-2026 yaitu Terwujudnya Sumbawa
Gemilang Yang Berkeadaban”, khususnya misi ke-3, SUMBAWA
BERSIH DAN MELAYANI, yaitu Menciptakan birokrasi
pemerintahan yang bersih(anti korupsi)cepat dan
bermutu,memberikan kepastian serta peelayanan yang cepat dan
efisien, dan ke-4, yaitu “SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA;
Muwujudkan masyarakat yang beriman,berkarakter,terlaksananya
ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan
hukum yang berkeadilan.

2.4.1.2. Adanya peluang dukungan dana dari APBD/APBN serta
lembaga donor lain yang tidak mengikat untuk pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
ketahanan ekonomi sosial budaya.

2.4.1.3. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung
dalam LSM, Ormas, OKP dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bentuk kritik, saran dan
kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan
kebangsaan.
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3.1

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat
Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Sumbawa pada
khususnya, maka masalah- masalah yang dihadapi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa berdasarkan
tugas pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah:

Tabel T-B. 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO

1

3.2

Visi

Pembangunan Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
2 3 4
Masih terdapatnya potensi Banyaknya konflik yang  Konflik antar
konflik di masyarakat terjadi dimasyarakat masyarakat
Ipoletksosbudhankam
Masih tingginya Belum optimalnya Kurangnya
penyebaran Narkotika dan pencegahan dan Sosialisasi dan
Prekursor Narkotika penanganan P4GN Kab. Penanganan
Sumbawa terhadap bahaya
PAGN Kab. Sumbawa
Belum optimalnya Kesadaran Politik Kurangnya
partisipasi politik di Masyarakat masih penyuluhan
masyarkat rendah kesadaran politik
masyarakat
Terdapat gejala Kuatnya arus Kurangnya
menurunnya tingkat Globalisasi dan pembinaan terhadap
teloransi antar umat transportasi budaya pengamalan nilai-
beragama, pemahaman nilai Pancasila
dan pengamalan nilai-nilai ditengah-tengah
ideologi Pancasila di masyarakat
masyarakat
Belum Optimalnya Banyak Organisasi Kurangnya
Pemberdayaan dan masyarakat yang tidak pembinaan terhadap
Pengawasan Organisasi aktif organisasi
Kemasyarakatan kemasyarakatan

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

W akil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode

2021-2026 vyaitu Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang
Berkeadaban. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut,
dirumuskan lima misi pembangunan daerah, yaitu:
1 Sumbawa Sehat Dan Cerdas;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat
pendidikan dan keseehatan .
2. Sumbawa Sejahtera Dan Mandiri;
Mempercepat penurunan kemiskinan,meningkatkan nilai
tambah sektor agribisnis,industri dan pariwisata.
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NO

3. Sumbawa Bersih Dan Melayani;
Menciptakan birokrasi pemerintahan yang Dbersih(anti
korupsi)cepat dan bermutu,memberikan kepastian serta

peelayanan yang cepat dan efisien.

4. Sumbawa Aman Dan Berbudaya;
Muwujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter,
terlaksananya ketentraman dan Kketertiban umum dan
terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
5. Sumbawa Tangguh Dan Berkelanjutan;
Pengembangan insfrastruk dan konektifitas antar wilayah
serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup
secara berkelanjutan.
Dari lima misi tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten
Sumbawa merupakan salah satu perangkat daerah yang
bertugas melaksanakan misi ke-3 dan ke-4 dengan sasaran
dan indikator sasaran sebagaimana disajikan pada tabel
berikut ini.

TUJUAN INDIKATOR INDIKATOR
M ISI SASARAN
TUJUAN SASARAN
2 3 4 5 6
Misi 3 : : .
Sumbawa Meningkat Persentase Meningkatny Peningkatan
Bersih dan kan Peningkatan a Kinerja Kategori Nilai
Melayani Kualitas  Nilai RB Badan SAKIP Badan
M?glg:’gg?kan Penyeleng kesbangpol Kesbangpol
Pemerintahan  92raan
ang sub
ersihfanti urusan

Korupsi), cepat pemerinta
dan bermutu, pan
memberikan

kepastian bidang
serta kesatuan
I?/glr%/anancepat bangsa
. dan politik

dan efisien. dengan

Peningkat

an

Kualitas

Reformasi

Birokrasi.
Misi 4: Meningkat Persentase Menurunnya Persentase
Sumbawa kan Capaian Kinerja Jumlah capaian
Aman dan Cakupan Penanganan Konflik kinerja
Berbudaya Penangan Konflik Sosial. = masyarakat Pénanganan
Mewujudkan an Konflik bidang Konflik
masyarakat Sosial Ideologi, masyarakat
yang beriman, Politik, bidang
berkarakter, Ekonomi,  ldeologi,
terlaksananya sosial Budaya E?(I(;tr:l(()ymi
ketentraman dan ial B da a
dan Pertahanan (sj(;sr:a uday
ketertiban dan Pertahanan
umum dan Kemananan 4,
terwujudnya Kemananan.
penegakan

hukum yang
berkeadilan.
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3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Renstra Kementerian Republik Indonesia. Visi Rencana

Strategis Kementrian Republik Indonesia Tahun 2015-2020

yaitu “Kementerian Mampu Menjadi Poros Jalannya

Pemerintahan dan Politik, Meningkatnya Pelayanan Publik,

Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk

mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi

pembangunan daerah, yaitu:

1 Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan
memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,
kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,
demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan
stabilitas .

2 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-
daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum,
serta meningkatkan pendayagunaan administrasi
kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung
pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan
berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan
pembangunan antar wilayah dan daerah melalui
pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah
dan desa serta perbatasan.

5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten
dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan
pelayanan publik.

Dari misi Renstra Kemen tersebut yang sesuai dengan bidang
kesatuan bangsa, politik dan ketahahan ekonomi sosial
budaya adalah misi ke-1 yaitu “Memantapkan ideologi dan
wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan
terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun
karakter bangsa dan stabilitas”. Sejalan dengan visi dan misi
yaitu “Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan
dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD
1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,
demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan
stabilitas”. Telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu
“Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa
melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa
dan bernegara”. Untuk mendukung tujuan tersebut,
ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau
ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program, yaitu :

1 Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

2 Terpeliharanya stabilitas politik dalam rangka mewujudkan
demokrasi yang berkualitas.
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3.4 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTB 2013-2018

Visi Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah:“Terwujudnya kondisi

masyarakat NTB yang kondusif, toleran dan tertib”. Untuk

mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 4(empat) misi

pembangunan daerah, sebagai berikut:

1 Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan
sumber daya dalam rangka mendukung kinerja SKPD;

2. Meningkatkan keterpaduan pengembangankesadaran
kehidupan berbangsa dan bernegara;

3. Meningkatkan keterpaduan,keserasian dan
kesinambungan pengembangan kehidupan berpolitik;

4. Meningkatkan keterpaduan,keserasian dan
kesinambungan pemantapan stabilitas keamanan di
daerah.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan yang

ingindicapai adalah:

1 Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat;

2. Meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat dalam
belaNegara;

3. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam berpolitik;

4. Meningkatkan efektifltas fasilitasi ormas/orpol dan pemilu;

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang

akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan

program, yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan kerukunan
dan keharmonisan masyarakat”, adalah: Terwujudnya masyarakat
yang tertib.

2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan partisipasi
dan kewaspadaan masyarakat dalam bela negara”, adalah:
a Terwujudnya pembinaan dan pelatihan bela Negara;

b. Terwujudnya kehidupan masyarakat berlandaskan empat pilar
kebangsaan (Pancasila, Binneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI).

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan kualitas
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik”, adalah:

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik;
b. Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang
aspiratif.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan efektifitas
fasilitasi ormas/orpol dan pemilu”, adalah: Terwujudnya pembinaan
dan fasilitasi terhadap parpol/ormas.

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam rangka mengoptimalkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Provinsi NTB, maka

dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan
bangsa dan politik Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Potensi konflik dan kerawanan sosial ancam instabilitas

2. Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba

3. Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela

negara dalam kehidupan masyarakat

4.  Optimalisasi peran Ormas dan Parpol dalam pembangunan

5.  Ketersediaan sumberdaya aparatur guna pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa.
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No.

BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
PerangkatDaerah (2021 - 2026)

Sasaran dan indikator sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa jangka
menengah diuraikan dalam tabel T-C. 25 berikut ini.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Perangkat Daerah

Target Kinerja Tujuan / sasaran

Tujuan Indikator ada Tahun ke-
PO Sasaran PD Kinerja P
1 2 3 4 5
Meningkatkan Cakupan Nilai RB 51,32 5191 525 550 575
Penanganan Konflik Sosial
dengan Peningkatan
Kualitas Reformasi
Birokrasi.
Meningkatnya Kategori predikat B BB BB BB BB
Kinerja Badan hasil evaluasi AKIP
kesbangpol Badan Kesbangpol
Capaian Kinerja 100 100 100 100 100
Penangan Konflik
Sosial
Tertanganinya capaian kinerja 100 100 100 100 100
seluruh bidang penanganan
konflik masyarakat Konflik
di daerah masyarakat (bidang
Ideologi, Politik,
Ekonomi, sosial
Budaya dan
Pertahanan dan
Kemananan)

57



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam wupaya mewujudkan wvisi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan
ketahanan ekonomi sosial budaya, maka strategi dan
kebijakan Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa adalah
sebagai berikut :
Tabel T.C-26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Visi : Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban
M isi3 :Sum liawa Bersih dan Melayani
Menciptakan BirokrasiPemerintahan yang bersih (anti
Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian
serta pelayanan yang cepat dan efisien.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan Kategori Penguatan AKIP
Cakupan Kinerja Badan predikat hasil evaluasi Perangkat Daerah
Penanganan kesbangpol AKIP Badan Kesbangpol
Konflik Sosial
dengan

Peningkatan
Kualitas Reformasi

Birokrasi.
M isi4 : Sumbawa Aman dan Berbudaya
Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkarakter,
terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan
terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN
Tertanganinya Persentase capaian Pelaksanaan Pendidikan
seluruh bidang Kkineija penanganan dan Pembinaan ldoelogi
konflik masyarakat Konflik masyarakat Pancasila dan Karakter
di daerah (bidang Ideologi, Politik, Kebangsaan.
Ekonomi , sosial Budaya
dan  Pertahanan dan
Kemananan)
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Pelaksanaan survey
indeks Demokrasi
Indonesia dan fasilitasi
Partai Politik serta
pengembangan etika
budaya politik

Pelaksanaan verifikasi

ormas dan pembinaan
ormas untuk berperan
dalam pembangunan
Melaksanakan
Koordinasi  Ketahanan
ekonomi, sosial dan
budaya dan fasilitasi
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika dan faslitasi
kerukunan umat
beragama dan
penghayat Kkepercayaan
di Daerah
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Melaksanakan/ memant
apkan Kewaspadaan
dini, keijasama
intelejen, pemantauan
orang asing., fasilitasi
kelembagaan bidang
kewaspadaan dan
forum pimpinan daerah
dalam penanganan
konfik di daerah.



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu pada Pasal
1 yang menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Program pembangunan daerah yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa merupakan program
pembangunan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi untuk
mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-
2026, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam
sejumlah program dan kegiatan sehingga lebih mudah untuk
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasillnya. Selanjutnya setiap
kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian
aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan sub keluaran (sub output) dalam rangka mencapai
keluaran (output) suatu kegiatan. Secara garis besar dalam rangka
melaksanakan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa maka dituangkan dari Tabel Berikut:
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TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Date} Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Capaia e
. Sas . n pada Tahun-2 _ _ _ Kondisi Klngrja
Tuj Kegi . . o p Tahun-1 (2021) (2022) Tahun-3(2023) Tahun-4(2024) Tahun-5(2025) pada akhir Lok
uan | X@ Kode Prog atan Sub Kegiatan Indikator Sasaran Kinerja Satuan  Tahun periode Penanggu ’
n ram Awal tar tar tar tar tar Renstra PD ngjawab
Perenc o4 Rp get Rp get Rp get Rp get Rp
anaan
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Meningkatkan Cakupan Penanganan Konflik Sosial dengan Nilai RB Meningkatnya Nilai n/a 51, 51, 52, 55, 57, 57,
Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi. Kualitas Reformasi 32 294406 91 27422 50 3.81464 00 4.190.70 50 4.604.37 50 4.604.37
Birokrasi. 0.454 47.132 2.434 6.680 7.347 7.347
Meningkatnya Kinerja Badan kesbangpol Kategori predikat Katego B B BB BB BB BB
hasil evaluasi AKIP ri 2.944.06 2.742.2 3.814.64 4.190.70 4.604.37 BB  4.604.37
Badan Kesbangpol 0.454 47.132 2.434 6.680 7.347 7.347
04:01: Prorgram Penunjang Urusan Nilai AKIP Badan Meningkatnya Nilai Bakesban
01 Pemerintahan Daerah Kesbangpol Nilai AKIP 69,75 69, 2.944.06 70, 27422 70, 3.81464 70, 4.190.70 70, 4.604.37 70, 4.604.37 gpol
Kabupaten/Kota Kesbangpol 78 0.454 11 47.132 23 2.434 33 6.680 43 7.347 43 7.347
4.01.0 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Tersusunnya Dokum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.13 Pelaksanaan Dokumen en 18.874.5 0 o o - 0 0
Penataan Pelaksanaan - 24
Organisasi Penataan
Perangkat Daerah Organisasi
yang disusun Perangkat Daerah
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Terlaksananya Dokum 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Penyusunan Koordinasi dan Koordinasi dan en “ 18.874.5 0 -~ 0 0 0 0
Laporan Kinerja Penyusunan Penyusunan 24
Pemerintah Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Daerah. Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
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Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0
1.2.01

Prog
ram

Kegi

atan Sub Kegiatan
5 6
Perencanaan,

Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah.

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD.

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Indikator

7

Jumlah dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah yang
disusun

Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-

Sasaran Kinerja

8

tersusunnya
dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah
Tersedianya
Dokumen RKA-
SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Tersedianya
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Tersedianya
Dokumen DPA-
SKPD dan
Laporan

Hasil Koordinasi
Penyusunan

Satuan

Dokum
en

Dokum
en

Dokum

en

Dokum
en

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar
get Ro get Ro
ii 12 13 14
8 77.710.7 8 80.422.
54 388
2 2
36.670.7 40.665.
70 700
1 1
6.994.40 7.692.9
0 00
1 1
6.902.55 5.983.0
6 50
1 1
7.099.55 6.184.0
6 50
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Tahun-3(2023)

get Rp
15 16
8 115.240.
758
2
65.475.4
29
1
8.462.19
0
1
8.462.19
0
1
8.583.47
2

Tahun-4(2024)

tar
get Ro
17 18
8 126.764.
835
2
72.022.9
73
1
9.308.40
9
1
9.308.40
9
1
9.441.81
9

Tahun-5(2025)

tar
get Ro
19 20
8 139.441.
319
2
79.225.2
70
1
10.239.2
50
1
10.239.2
50
1
10.386.0
01

Kondisi Kinerja

pada. akhir Penanggu LoI.<
periode ngjawab i
Renstra PD
21 22 23 24
8 139.441.
319
2
79.225.2
70
1
10.239.2
50
1
10.239.2
50
1
10.386.0
01



Sub Kegiatan

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat

Sasaran Kinerja

8

Dokumen DPA-
SKPD

Tersedianya
Dokumen
Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Tersedianya
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Terlaksananya
Evaluasi
Perangkat
Daerah

Kinerja

Satuan

Dokum
en

Lapora
n

Lapora

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

Tahun-1 (2021)

63

7.099.27
4

7.949.37
4

4.994.82
4

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Ro
13 14
1
7.616.0
50
1
7.282.3
38
1
4.998.3
00

Tahun-3(2023)

tar
get R
15 16
1
8.590.13
1
1
9.624.14
0
1
6.043.20
6

Tahun-4(2024)

tar

get R
17 18
1
9.449.14
4
1
10.586.5
54
1
6.647.52
7

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
1
10.394.0
59
1
11.645.2
09
1
7.312.28
0

Kondisi Kinerja

padq al(;h'r Penanggu I;(;Ir
periode ngjawab
Renstra PD
21 22 23 24
1
10.394.0
59
1
11.645.2
09
1
7.312.28
0



Tuj
uan

Kode

8.01.0
1.2.02

Prog
ram

Kegi

atan Sub Kegiatan

5 6

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah.

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD

Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Indikator

7

Jumlah Dokumen
Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah
yang disusun

Jumlah Orang
yang Menerima
Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Hasil Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Jumlah

Dokumen
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPDdan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
dokumen
administrasi
keuangan
Kesbangpol

Tersedianya Gaji
dan Tunjangan
ASN

Tersedianya
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas

ASN
Terlaksananya
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifika
si Keuangan SKPD

Terlaksananya
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Tersedianya
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

Satuan

Dokum
en

Orang/
Bulan

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

Lapora

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

42

18

Tahun-1 (2021)

tar

get Rp
ii 12
42 2.297.67
2.977
18
2.219.24
1.361
12
54.000.0
00
1
4.915.31
2,00
1
4.957.12
4,00
1
3.290.50

0
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get R
13 14
41 2.291.8
15.217
18
2.219.2
41.367
12
54.000.
000
1
2.300.0
00
0
1
4.975.0
00

Tahun-3(2023)

tar
get

15

42

18

Rp

16

2.529.59
6.504

2.441.16
5.497

54.000.0
00

2.970.00
0

5.997.99
6

7.427.09
0

Tahun-4(2024)

tar
get

17

42

18

Ro

18

2.777.15
6.156

2.685.28
2.047

54.000.0
00

3.267.00
0

6.597.79
6

8.169.79
9

Tahun-5(2025)

tar
get

19

42

18

12

Ro

20

3.049.47
1.772

2.953.81
0.252

54.000.0
00

3.593.70
0

7.257.57
6

8.986.77
9

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
42 3.049.47
1.772
18
2.953.81
0.252
12
54.000.0
00
1
3.593.70
0
1
7.257.57
6
1
8.986.77
9

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0
1.2.03

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD

Penyusunan
Pelaporan dan
Analis Prognosis
Realisasi
Anggaran.

Administrasi Barang Milik

Daerah Pada Perangkat

Daerah.

Indikator

jumlah

Dokumen

Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD

Jumlah

Dokumen
Pelaporan dan
Analisis

Prognosis Realisasi
Anggaran

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
pengadministrasia
n BMD pada PD
yang disusun

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
Dokumen
Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Bahan

Tersedianya
Laporan Keuangan
BulananAriwulan
an/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD

Tersedianya
Dokumen
Pelaporan dan
Analisis

Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersedianya
dokumen
administrasi BMD
kesbangpol

Satuan

Dokum
en

Lapora
n

Dokum
en

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

Tahun-1 (2021)

tar
get

i
4

65

Rp

12

4.999.96
8

1.279.90
0

4.988.81
2

8.476.21
8

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Ro
13 14
4
3.685.4
50
4
4.548.5
50
1
3.064.8
50
1 8.333.0
00

Tahun-3(2023)

tar
get

15
4

Ro

16

6.049.74
5

5.947.38
3

6.038.79
3

10.256.2
24

Tahun-4(2024)

tar
get

17
4

Ro

18

6.654.71
9

6.542.12
2

6.642.67
3

11.281.8
46

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
4
7.320.19
1
4
7.196.33
4
1
7.306.94
0
1 12.410.0
31

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
4
7.320.19
1
4
7.196.33
4
1
7.306.94
0
1 12.410.0
31

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0
1.2.05

8.01.0
1.2.06

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah
SKPD.

Admin strasi Kepegawaian
Perang kat Daerah.

Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Administrasi Umum
Perangkat Daerah.

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Indikator

7

Jumlah Rencana
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Administrasi
Kepegawaian PD
yang disusun

Jumlah Dokumen
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Administrasi
Umum PD yang
disusun
Jumlah
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan

Kantor yang
Disediakan

Paket

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
Rencana
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD

Tersedianya
dokumen
administrasi
kepegawaian
kesbangpol

Terlaksananya
Pendataan dan
Pengolahan

Tersedianya
dokumen
administrasi
umum Keshangpol

Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Satuan

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

paket

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

40

Tahun-1 (2021)

tar
et

40

66

Ro

12

8.476.21
8

49.504.7
06

49.504.7
06

199.897.
984

2.910.92
2

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

tar
get

13

41

Tahun-2
(2022)

Ro

14

8.333.0
00

41.200.
000

41.200.
000

89.075.
632

3.583.8
32

Tahun-3(2023)

tar
get

15
1

41

Ro

16

10.256.2
24

59.900.6
95

59.900.6
95

551.308.
216

3850000

Tahun-4(2024)

tar
get

17
1

41

Ro

18

11.281.8
46

65.890.7
64

65.890.7
64

606.439.
038

4.235.00
0

Tahun-5(2025)

tar
get

19
1

41

Ro

20

12.410.0
31

72.479.8
40

72.479.8
40

667.082.
941

4.658.50
0

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

Penanggu
ngjawab

21 22 23

12.410.0
31

1 72.479.8
40

72.479.8
40

41  667.082.
941

4.658.50
0

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor.

Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Indikator

7

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan Penggandaan
yang Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Jumlah  Laporan
Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya
Barang Cetakan
dan Penggandaan

Tersedianya
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Terlaksananya
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Terlaksananya
Penyelenggaraan
Rapat

Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terlaksananya

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Satuan

paket

paket

Dokum
en

lapora
n

lapora
n

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

12

12

12

Tahun-1 (2021)

tar
get

12

67

Rp

12

57.599.6
24

4.999.48
8

4.380.00
0

4.999.75
0

89.759.7
00

35.248.5
00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Rp
13 14
1
8.741.8
00
2
5.275.0
00
12
6.060.0
00
12
9.420.0
00
12
51.490.
000
1
4.505.0
00

Tahun-3(2023)

tar
get

15
1

12

12

Ro

16

284.315.
735

6.049.38
1

6.666.00
0

10.362.0
00

145.245.
100

94.820.0
00

Tahun-4(2024)

tar
get

17
1

Rp

18

312.747.
309

6.654.31
9

7.332.60
0

11.398.2
00

159.769.
610

104.302.
000

Tahun-5(2025)

tar
get

19
1

12

Ro

20

344.022.
039

7.319.75
1

8.065.86
0

12.538.0
20

175.746.
571

114.732.
200

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
1
344.022.
039
2
7.319.75
1
12
8.065.86
0
12
12.538.0
20
12
175.746.
571
1
114.732.
200

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Sub Kegiatan

6

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Pemerintah Daerah.

Kode Prog Keg
atan
ram
3 4 5

8.01.0
1.2.07
8.01.0
1.2.08

Pengadaan Mebel

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Indikator

7

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pengadaan BMD
Penunjang Urusan
PD yang disusun

Jumlah Paket
Mebel yang
Disediakan

Jumlah Unit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang

Disediakan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
PD yang disusun

Jumlah  Laporan
Penyediaan  Jasa
Surat

Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
dokumen
pengadaan BMD
Penunjang Urusan
Keshangpol

Tersedianya
Mebel

Tersedianya
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya
dokumen jasa
penunjang urusan
Kesbangpol

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Data

Capaia
n pada
Satuan Tahun
Awal tar
Perenc get
anaan
9 10 ii
Dokum
en 4 4
Unit 2 2
Unit 2 2
Dokum
en 403 40
3
lapora 365 36
n 5
lapora 4 4

n

68

Tahun-1 (2021)

Ro

12

45.588.4
00

15.489.4
00,00

30.099.0
00

86.031.9
52

2.799.92
7

33.000.0
00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Rp
13 14
5 57.333.
367
2
8.701.0
00
3
48.632.
367
40 60.209.
5 328
36
7 5.638.0
03
4
25.800.
000

Tahun-3(2023)

tar
get

15

40

36

Ro

16

114.147.
685

31.007.9
00

83.139.7
85

99.139.7
38

6.600.00
0

36.300.0
00

Tahun-4(2024)

tar
get

17

40

37

Rp

18

125.562.
454

34.108.6
90

91.453.7
64

109.053.
711

7.260.00
0

39.930.0
00

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
11 138.118.
699
5
37.519.5
59
6
100.599.
140
40 119.959.
9 082
37
1 7.986.00
0
4
43.923.0
00

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode

Renstra PD

21 22

11 138.118.
699

5
37.519.5
59

6
100.599.
140

40 119.959.

9 082

37

1 7.986.00
0

4
43.923.0
00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0
1.2.09

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainya

Indikator

7

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yang Disediakan

Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Pemeliharaan
BMD Penunjang
Urusan PD yang
disusun

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Tersedianya
dokumen
pemeliharaan
BMD Penunjang
Urusan
Kesbangpol

Tersedianya Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak dan
Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi

Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Satuan

lapora

lapora
n

Dokum
en

Unit

Unit

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10
11

23

Tahun-1 (2021)

tar
get R
ii 12

40.500.0
00

23
9.732.02
5

8 160.302.

939

52.025.5
62

70.729.9
30

69

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Rp
13 14
11
20.494.
800
23
8.276.5
25
6 113.858
.200
5
48.748.
750
1
65.109.
450

Tahun-3(2023)

tar
get

15
11

23

8

Rp

16

44.463.9
87

11.775.7
51

335.052.
614

66.648.0
65

85.583.2
15

Tahun-4(2024)

tar

get Rp
17 18
11
48.910.3
85
23
12.953.3
26
8 368.557.
876
5
73.312.8
72
1
94.141.5
37

Tahun-5(2025)

tar

get R
19 20
11
53.801.4
24
23
14.248.6
58
8 405.413.
663
5
80.644.1
59
1
103.555.
691

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Reristra PD
21 22
1
53.801.4
24
23
14.248.6
58
8 405.413.
663
5
80.644.1
59
1
103.555.
691

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainya

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainya

Tertanganinya seluruh bidang konflik masyarakat di
daerah

Program Penguatan Ideologi
Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan.

Indikator

7

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau

Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direha
bilitasi

Capaian Kinerja
Penanganan
Konflik Sosial
capaian kinerja
penanganan
Konflik
masyarakat
(bidang Ideologi,
Politik, Ekonomi,
sosial Budaya dan
Pertahanan dan
Kemananan)

Persentase
Capaian Kinerja
pelaksanaan
Penguatan
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau

Bangunan Lainnya

menguatnya
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaan di
daerah

Data

Capaia
n pada
Satuan Tahun
Awal tar
Perenc get
anaan
9 10 ii
Unit 1 i
Unit 1 i
% 100 10
0
%
100 10
0
%
100 10
0

70

Tahun-1(2021)

Rp

12

32.566.6
67

4.980.78
0

3.974.77
2.943

3.974.77
2.943

332.498.
630

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get R
13 14
0
0
10
0 2.760.6
04.972
10 2.760.6
0 04.972
10 7.552.6
0 50

Tahun-3(2023)

tar
get

15
1

10

10

10

tar
R get
16 17
1
94.685.6
42
1
88.135.6
92
10
8.600.22 0
8.645
8.600.22 10
8.645 0
1.856.32 10
3.342 0

Tahun-4(2024)

tar
Rp get
18 19
1
104.154.
206
1
96.949.2
61
10
9.190.16 0
7.533
9.190.16 10
7.533 0
1.956.32 10
3.342 0

Tahun-5(2025)

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
Ro
20 21 22
1
114.569. 114.569.
626 626
1
106.644. 106.644.
187 187
10
9.949.97 0 9.949.97
9.734 9.734
9.949.97 10  9.949.97
9.734 0 9.734
2.008.45 10  2.008.45
1.126 0 1.126

Penanggu
ngjawab

23

Lok
asi

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0
2201

Prog
ram

Kegi
atan

5

Sub Kegiatan

6

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaks anaan Bidang
Ideolo ;i Pancasila dan
Karakt sr Kebangsaan.

Penyusunan
Program Kerja di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan.

Perumusan
Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan.

Indikator

7

Jumlah unsur
masyarakat/
kelompok
masyarakat yang
mendapatkan
pembinaan
Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
lka dan Sejarah
Kebangsaan
yang Disusun.
Jumlah Kebijakan
Teknis di Bidang
ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
lka dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun.

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
pembinaan
terhadap unsur
masyarakat/
kelompok
masyarakat
Tersusunnya
Program Kerja di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan

Tersusunnya
Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan

Satuan

Orang

Dokum
en

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

100

Tahun-1 (2021)

tar

et R
ii 12
10  332.498.
0 630
0
0

71

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2

Tahun-3(2023
(2022) ahun-3(2023)

tar tar
get Rp get Ro
13 14 15 16
10 75526 10 1.856.32
0 50 0 3342

0 0o 1
5.000.00
0,00

0 0o 1
17.000.0
00,00

Tahun-4(2024)

tar
get Rp
17 18
10 1.956.32
0 3.342
1
5.000.00
0,00
1
17.000.0
00,00

Tahun-5(2025)

tar
get Rp
19 20
10 2.008.45
0 1.126
1
5.000.00
0,00
1
17.000.0
00,00

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
10  2.008.45
0 1.126
1
5.000.00
0,00
1
17.000.0
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan.

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ideologi
wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan Sejarah
Kebangsaan.

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ideologi
Wawasan

Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,

Bineka Tunggal lka

dan

Sejarah
Kebangsaan.
Jumlah Orang
yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
lka dan Sejarah
Kebangsaan.

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Kebijakan di
Bidang Ideologi
Wawasan

Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,

Bineka Tunggal Ika

dan Sejarah
Kebangsaan

Terlaksananya
Koordinasi di
Bidang Ideologi
Wawasan

Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,

Bineka Tunggal lka

dan Sejarah
Kebangsaan

Satuan

Orang

Orang

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

100

Tahun-1 (2021)

tar
get Ro
i 12
0 0
10 180.874.
0 904

72

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar tar
get Ro get
13 14 15
0 0 50

30 75526 15
50 5

Tahun-3(2023)

Rp

16

182.000.
000,00

1.301.16
1.671

Tahun-4(2024)

tar
get

17
50

15
5

Rp

18

182.000.
000,00

1.361.04
5.504

Tahun-5(2025)

tar
get

19
50

15

Rp

20

182.000.
000,00

1.361.04
5.504

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
50
182.000.
000,00
15 1.361.04
5 5.504

Penanggu
ngjawab

23

Lok
asi

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ideologi
wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan.

Pembentukan dan
Penumbuhan
Karakter Keluarga
Melalui
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara

Indikator

7

Jumlah Dokumen
Laporan hasil
pelaksanaan
Monitoring
evaluasi di Bidang
Ideologi wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah
Kebangsaan.

Jumlah Keluarga
yang Mengikuti
Pembentukan dan
Penumbuhan
Karakter Keluarga
Melalui
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat Akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara.

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ideologi
Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka
dan

Sejarah
Kebangsaan
Terlaksananya
Pembentukan dan
Penumbuhan
Karakter Keluarga
Melalui
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa, dan
Bernegara

Satuan

9

lapora
n

Keluar
ga

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
- Tahun-3(2023 Tahun-4(2024
Tahun-1 (2021) (2022) ahun-3( ) ( )
tar tar tar tar
get R get Rp get Ro get Ro
ii 12 13 14 15 16 17 18
i 0 1 1
151.623. 201.161. 221.277.
726 671 838
0 0 50 50
150.000. 170.000.
000 000

73

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
1
243.405.
622
50
200.000.
000

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22

1
243.405.
622

50

200.000.
000

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0

8.01.0
3.2.01

Kegi .
Prog ata Sub Kegiatan
ram
4 5 6

Program Peningkatan Peran partai
politik dan lembaga pendidikan
melalui pendidikan politik dan
pengembangan etika serta budaya
politik.

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik.

Indikator

7

Persentase
Capaian kinerja
Peningkatan Peran
partai politik dan
lembaga
pendidikan
melalui
pendidikan politik
dan
pengembangan
etika serta budaya
politik

Jumlah Kebijakan
Teknis
Pelaksanaan
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik yg
disusun

Sasaran Kinerja

8 9

Meningkatnya %
kinerjanya peran
parpol dan
lembaga
pendidikan
melalui
pendidikan politik
dan
pengembangan
etika serta budaya
politik.

tersusunnya
Kebijakan Teknis en
Pelaksanaan

Pendidikan Politik,

Etika Budaya

Politik,

Peningkatan

Demokrasi,

Fasilitasi

Kelembagaan
Pemerintahan,

Perwakilan dan

Partai Politik,

Pemilihan
Umum/Pemilihan

Umum Kepaia

Daerah, serta

Pemantauan

Situasi Politik

Satuan

Dokum

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

100

Tahun-1 (2021)

tar

get Ro

ii 12

10 1.189.22

0 4.707

3 1.189.22
4.707

74

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

tar
get

13

10

Tahun-2
(2022)

Ro

14

1.271.9
97.713

1.271.9
97.713

Tahun-3(2023>

tar
get Rp
15 16
10 2.133.48
0 3.578
3 2.133.48
3.578

Tahun-4(2024)

tar

get R
17 18
10 2.175.98
0 0.293
3 2.175.98
0.293

Tahun-5(2025)

tar

get Ro
19 20
10 2.381.47
0 8.323
3 2.381.47
8.323

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
10 2.381.47
0 8.323
3 2.381.47
8.323

Penanggu
ngjawab

23

Lok
asi

24



Tuyj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah.

Indikator

7

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah yang
Disusun

Sasaran Kinerja

8

Tersusunnya
Program Kerja di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Satuan

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 (2021) Tér:g;)z Tahun-3(2023) Tahun-4(2024)  Tahun-5(2025)
tar tar tar tar tar
et R get Rp get Rp get Ro get Rp
i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 1 1 1 1700000
17.000.0 17.000.0 0
00,00 00,00

75

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

17.000.0
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atari

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Bahan Perumusan
Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiiihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi  Politik di
Daerah

Indikator

7

Jumlah Kebijakan
di Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiiihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah yang
Disusun

Sasaran Kinerja

8

Tersusunnya
Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemiiihan
Umum Kepaia
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Satuan

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

Tahun-1 (2021)
tar
get Rp
ii 12
0 0

76

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022) Tahun-3(2023)
tar tar
get R get R
13 14 15 16
0 0 1
17.000.0
00,00

Tahun-4(2024)

tar
get R
17 18
1
17.000.0
00,00

Tahun-5(2025)

tar
get Rp
19 20
1 1700000
0

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

17,000.0
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok
asi

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Kebijakan dibidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah serta
Pemantauan
Situasi Politik

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Kebijakan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Satuan

9
Orang

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10
120

Tahun-1 (2021)

tar
get

12
0

77

Rp

12

1.189.22
4.707

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2

tar

13

10
0

(2022)

Rp

14

1.271.9
97.713

Tahun-3(2023)

tar
get

15

10
0

Ro

16

1.300.00
0.000

Tahun-4(2024)

tar
get

17

10
0

Ro

18

1.304.98
0.293

Tahun-5(2025)

tar
get Ro
19 20
10
0 1.460.47
8.323

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

10
0 1.460.47
8.323

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi  Politik di
Daerah

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi  Politik di
Daerah

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Koordinasi di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

Satuan

Orang

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar
get Ro get Rp
ii 12 13 14
0 0 0 0

78

Tahun-3(2023)

tar
get R
15 16
50
87.000.0
00,00

Tahun-4(2024)

tar
get

17
50

Ro

18

87.000.0
00,00

Tahun-5(2025)

tar
get Rp
19 20
50
87.000.0
00,00

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

50
87.000.0
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kegi
atan

Kode Prog

ram

Sub Kegiatan

3 4 5 6

Pelaksanaan
Monitoring dan
evaluasi dibidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah serta
Pemantauan
Situasi Politik

8.01.0 Program pemberdayaan dan
4 pengawasan organisasi
kemasyarakatan.

Indikator

7

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Persentase
Capaian kinerja
pemberdayaan
dan pengawasan
Ormas

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

8 9 10

Sasaran Kinerja Satuan

Terlaksananya
Monitoring, n
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

terlaksananya % 100

pemberdayaan
dan pengawasan
ormas

Lapora 0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar
get Ro get Ro
ii 12 13 14
0 0
10
0 177.250. 10 33.201.
406 0 131

79

Tahun-3(2023)

tar
get R
15 16
1

712.483.
578

10 281.385.

0 548

Tahun-4(2024)

tar

get R

17 18

1

750.000.
000

10 304.424.

0 102

Tahun-5(2025)

tar

get Rp

19 20

1

800.000.
000

10 329.766.

0 512

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
1
800.000.
000
10  329.766.
0 512

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

8.01.0
4.2.01

Prog
ram

Kegi Sub Kegiatan
atan
5 6

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaks anaan Bidang
Pembe rdayaan dan
Penga /vasan Organisasi
Kemasyarakatan.

Penyusunan
Program Kerja di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Indikator

7

Dokumen
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
yang dirumuskan

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
yang Disusun

Sasaran Kinerja

8

Tersedianya
rumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pemberdayaan
dan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan.

Tersusunnya
Program Kerja di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Satuan

Dokum
en

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 (2021)
tar tar
get R get
i 12 13
i 177.250. 1
406
0 0

80

Tahun-2
(2022)

Ro

14

33.201.
131

Tahun-3(2023)

tar
get

15

1

Rp

16

281.385.
548

17.000.0
00

Tahun-4(2024)

tar

get R
17 18
1 304.424.
102
1
17.000.0

00

Tahun-5(2025)

tar

get R
19 20
1 329.766.
512
1
17.000.0
00

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

1 329.766.
512

17.000.0
00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Data
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.

81

Capaia Kondisi Kineri
Tahun-2 ondisi Kinerja
TUj Ses Kegi ) ) o npada  Tanhun-l (2021) (2022) Tahun-3(2023)  Tahun-4(2024) Tahun-5(2025) pada akhir Lok
ara Kode Prog ; Sub Kegiatan Indikator Sasaran Kinerja Satuan Tahun . Penanggu .
uan atari periode .
n ram Awal tar tar tar tar tar Renstra PD ngjawab
Perenc o Ro get R get R get R get Ro
anaan
6 7 8 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
Penyusunan Jumlah Kebijakan Tersusunnya 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Bahan Perumusan di Bidang Kebijakan di 17.000.0 17.000.0 17.000.0 17.000.0
Kebijakan di Pendaftaran Bidang 00 00 00 00
Bidang Ormas, Pendaftaran
Pendaftaran Pemberdayaan Ormas,
Ormas, Ormas, Evaluasi Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Mediasi Ormas, Evaluasi
Ormas, Evaluasi Sengketa Ormas, dan Mediasi
dan Mediasi Pengawasan Sengketa Ormas,
Sengketa Ormas, Ormas dan Ormas Pengawasan
Pengawasan Asing di Daerah Ormas dan Ormas
Ormas dan Ormas  yang Disusun Asing di Daerah
Asing di Daerah
Pelaksanaan Jumlah Orang Terlaksananya 50 50 50 50 50 50 50
Kebijakan di yang Mengikuti Kebijakan di 177.250. 33.201. 115.192. 126.712. 139.383. 139.383.
Bidang Pelaksanaan Bidang 406,00 131,00 774,00 051,00 256,00 256,00
Pendaftaran Kebijakan di Pendaftaran
Ormas, Bidang Ormas,
Pemberdayaan Pendaftaran Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi Ormas, Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Pemberdayaan dan Mediasi
Sengketa Ormas, Ormas, Evaluasi Sengketa Ormas,
Pengawasan dan Mediasi Pengawasan
Ormas dan Ormas ~ Sengketa Ormas, Ormas dan Ormas
Asing di Daerah. Pengawasan Asing di Daerah



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.

Pelaksanaan
Monitoring dan
evaluasi di Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.
jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah.

Sasaran Kinerja

S

Terlaksananya
Koordinasi di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Satuan

Orang

Lapora

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar
get Ro get Rp
ii 12 13 14
0 0
0 0

82

Tahun-3(2023)

tar

get R
15 16
50
115.192.
774,00
1
17.000.0

00

Tahun-4(2024)

tar

get Rp
17 18
50
126.712.
051,00
1
17.000.0
00

Tahun-5(2025)

tar

get R
19 20
50
139.383.
256,00
1
17.000.0
00

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
50
139.383.
256,00
1
17.000.0
00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

8.01.0

8.01.0
5.2.01

Kegi .
Pro
g atan Sub Kegiatan
ram
4 5 6

Program Pembinaan dan
Pengembangan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya.

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya.

Penyusunan
Program Kerja di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah.

Indikator

7

Presentase
capaian kinerja
Pembinaan dan
Pengembangan
ketahanan
ekonomi, sosial
dan budaya
Jumlah Dokumen
hasil Perumusan
Kebijakan teknis
dan Pemantapan
pelaksanaan
Bidang Ketahanan
ekonomi, Sosial
dan Budaya yang
disusun.

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
Disusun

Sasaran Kinerja

8

Terselenggaranya
secara optimal
Pembinaan dan
Pengembangan
ketahanan
ekonomi, sosial
dan budaya.
Tersedianya
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial
dan Budaya di
daerah

Tersusunnya
Program Kerja di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Satuan

%

Dokum
en

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

100

Tahun-1 (2021)

tar

et R
i 12
10 192.700.
0 114
2 192.700.
114
0 0

83

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get Rp
13 14
10 38.984.
0 428
2 38.984.
428
0

Tahun-3(2023)

tar

get Ro
15 16
10 309.887.
0 137
2 309.887.
137
1
17.000.0
00,00

Tahun-4(2024)

tar

get Ro

17 18

10 337.475.

0 851

2 337.475.
851

1

17.000.0
00,00

Tahun-5(2025)

tar

get R

19 20

10 377.823.

0 436

2 377.823.
436

1

17.000.0
00,00

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

10 377.823.

0 436

2 377.823.
436

17.000.0
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj-
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Bahan Perumusan
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah.

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah.

Indikator

7

Jumlah Kebijakan
di Bidang
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
Disusun.

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Sasaran Kinerja

8

Tersusunnya
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Terlaksananya
Kebijakan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Satuan

Dokum
en

Orang

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1 (2021)
tar tar
et Ro get
i 12 13
0 0 0
0 0 0

84

Tahun-2
(2022)

Ro

14

Tahun-3(2023)

tar
get Rp
15 16
1
17.000.0
00,00
50
42.720.0
00,00

Tahun-4(2024)

tar
get R
17 18
1
17.000.0
00,00
50
46.992.0
00,00

Tahun-5(2025)

tar
get Ro
19 20
1
17.000.0
00,00
50
61.691.2
00,00

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
1
17.000.0
00,00
50
61.691.2
00,00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atari

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah.

Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah.

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan dl
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Koordinasi di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Satuan

Orang

Lapora

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10
50

1

Tahun-1 (2021)
tar
get Ro
ii 12
50
42.720.0
00
1
149,980.
114

85

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
(2022)
tar
get R
13 14
80
38.984.
428
0

Tahun-3(2023)

tar
get
15

10
0

Rp

16

51.691.2
00

181.475.
937

Tahun-4(2024)

tar
get

17

10
0

tar
R get
18 19
10
56.860.3 0
20
1
199.623.
531

Tahun-5(2025)

Rp

20

62.546.3
52

219.585.
884

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
10
0  62.546.3
52
1
219.585.
884

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

8.01.0

8.01.0
6.2.01

Kegi

Pro i
g atan Sub Kegiatan
ram

4 5 6

Program peningkatan
kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial.

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan
Konflik Sosial.

Indikator

7

Persentase
capaian kinerja
kewaspadaan dan
penanganan
Konflik Sosial

Jumlah Dokumen
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial.

Sasaran Kinerja

8
Meningkatnya

kewaspadaan Dini

Daerah dan
penanganan
konflik sosial dI
daerah
Tersedianya hasil
Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan
Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial di
daerah

Satuan

%

Dokum
en

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

100

Tahun-1 (2021)

tar
get Rp
11 12
10 2.083.09
0 9.086
2 2.083.09
9.086

86

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

tar
get

13

10

Tahun-2
(2022)

Ro

14

1.408.8
69.050

1.408.8
69.050

Tahun-3(2023)

tar
get Ro
15 16
10 4.019.14
0 9.040
2 4.019.14
9.040

Tahun-4(2024)

tar
get R
17 18
10 4.415.96
0 3.945
2 4.415.96
3.945

Tahun-5(2025)

tar
get Rp
19 20
10 4.852.46
0 0.337
2 4.852.46
0.337

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
10  4.852.46
0 0.337
2 4.852.46
0.337

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

Pro

g

ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Program Kerja di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Indikator

7

Jumlah Dokumen
Program Kerja di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun

Sasaran Kinerja Satuan

8 9

Tersusunnya Dokum
Program Kerja di en
Bidang

Kewaspadaan Dini,

Kerja Sama

Intelijen,

Pemantauan

Orang Asing,

Tenaga Kerja

Asing dan

Lembaga Asing,
Kewaspadaan

Perbatasan antar

Negara, Fasilitasi
Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta Penanganan

Konflik di Daerah

Data
Capaia
n pada
Tahun

Awal
Perenc
anaan

10

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar tar
get Rp get Ro get
i 12 13 14 15
0 0 1

87

Tahun-3(2023)

Rp

16

17.000.0
00

Tahun-4(2024)

tar

get R
17 18
1
17.000.0
00

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
1
17.000.0

00

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

17.000.0
00

Penanggu
ngjawab

23

Lok
asi

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Penyusunan
Bahan Perumusan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Indikator

7

Jumlah Kebijakan
di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun

Sasaran Kinerja Satuan

8 9

Tersusunnya Dokum
Kebijakan di en
Bidang

Kewaspadaan Dini,

Kerja Sama

Intelijen,

Pemantauan

Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing

dan Lembaga

Asing,

Kewaspadaan

Perbatasan antar

Negara, Fasilitasi
Kelembagaan

Bidang

Kewaspadaan,

serta Penanganan

Konflik di Daerah

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10

88

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022) Tahun-3(2023) Tahun-4(2024)
tar tar tar tar
et Rp get Rp get Rp get R
i 12 13 14 15 16 17 18
0 0 1 1
17.000.0 17.000.0
00 00

Tahun-5(2025)

tar

get Ro
19 20
1
17.000.0
00

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

17.000.0
00

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj-
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atari

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah.

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
pelaksanaan
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Sasaran Kinerja

S

Terlaksananya
Kebijakan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Satuan

Orang

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10
23

89

Tahun-1 (2021)

tar

get Ro
ii 12
23
237.484.
298

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2

Tahun-3(2023) Tahun-4(2024)

(2022)
tar tar tar
get Ro get Rp get R
13 14 15 16 17 18
23 25 25
26.311. 291.240. 320.364.
950 345 380

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
25
352.400.
817

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

25
352.400.
817

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuj
uan

ara

Kode

Prog

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah.

Indikator

7

Jumlah Orang
yang Mengikuti
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Sasaran Kinerja

8

Terlaksananya
Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Satuan

Orang

Data

Capaia
npada  Tahun-1 (2021)
Tahun
Awal tar
Perenc get Rp
anaan
10 i 12
34 34
99.493.5

56

90

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2

Tahun-3(2023) Tahun-4(2024)

(2022)
tar tar tar
get Rp get R get R
13 14 15 16 17 18
34 36 39
41.144. 859.579. 945.537.
550 552 507

Tahun-5(2025)

tar

get Rp
19 20
40
1.040.09
1.257

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

21 22

40
1.040.09
1.257

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



Tuyj
uan

ara

Kode

Prog
ram

Kegi
atan

Sub Kegiatan

6

Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Pelaksanaan
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota.

Indikator

7

Jumlah Laporan
Hasil Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Sasaran Kinerja Satuan

8 9

Terlaksananya Lapora
Monitoring, n
Evaluasi dan
Pelaporan di
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Terlaksananya Dokum
Forum en
Koordinasi

Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Data
Capaia
n pada
Tahun
Awal
Perenc
anaan

10
0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-2
Tahun-1 (2021) (2022)
tar tar
et R get R
ii 12 13 14
0 0
2 2
1.746.12 1.341.4
1.232 12.550

91

Tahun-3(2023)

tar
get

15
1

Ro

16

17.000.0
00

2.817.32
9.143

Tahun-4(2024)

tar
get

17
1

Ro

18

17.000.0
00

3.099.06
2.058

Tahun-5(2025)

tar

get R
19 20
1
17.000.0
00
2
3.408.96
8.263

Kondisi Kinerja

pada akhir
periode
Renstra PD
21 22
1
17.000.0
00
2
3.408.96
8.263

Penanggu
ngjawab

23

Lok

24



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap
unit kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang
mengambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan
sesuai dengan target yang direncanakan. Penetapan indicator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa bertujuan
untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2016 dan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati. Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa
dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Sumbawa, tertera pada Tabel T-C.28

sebagai berikut

Tabel T-C. 28
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPIJMD

Indikator Kondisi Kondisi
Tujuan (), kinerja Target CapaianSetiapTahun kirerja

No  Sasaran (xx) , awal akhir
Program (xxx) priode 2021 2022 2023 2024 2025 priode
RPIVD RPIVD

1 Nilai RB a/n 51,32 51,91 52,5 55,0 57,5 57,5

11 Kategori B B BB BB BB BB BB

predikat hasil
evaluasi AKIP
Badan

Kesbangpol

1.11 Nilai AKIP 69,75 69,78 70,11 70,23 70,33 70,43 70,43
Badan
Kesbangpol

2. Capaian 100 100 100 100 100 100 100
Kinerja
Penanganan
Konflik Sosial

2.1 capaian Kineija 100 100 100 100 100 100 100
penanganan
Konflik
masyarakat
(bidang
Ideologi,
Politik,
Ekonomi,
sosial Budaya
dan
Pertahanan
dan
Kemananan)
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2.11

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.15

Persentase
Capaian
Kineija
pelaksanaan
Penguatan
Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan
Persentase
Capaian
kinerja
Peningkatan
Peran partai
politik dan
lembaga
pendidikan
melalui
pendidikan
politik dan
pengembangan
etika serta
budaya politik
Persentase
Capaian
kineija
pemberdayaan
dan
pengawasan
Ormas
Presentase
capaian kineija
Pembinaan dan
Pengembangan
ketahanan
ekonomi, sosial
dan budaya
Persentase
capaian Kineija
kewaspadaan
dan
penanganan
Konflik Sosial

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan yang
terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah
sebagai berikut:

a. Bahwa Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 tetap merupakan implementasi pencapaian
visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program
pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan,
tugas dan fungsi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan
dikendalikan sepenuhnya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumbawa sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

b. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja
dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa setiap
tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD
Kabupaten Sumbawa,;

c. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sumbawa 2021-2026 dilaksanakan secara akuntabel yang terintegrasi
dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke
depan. Terlaksananya seluruh yang direncanakan akan terbangun tata kelola
anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang
baik, cepat dan akurat. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen
perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku
kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan
pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa. Sasaran
Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu- waktu sesuai
dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan
keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Kabupaten Sumbawa
dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, setiap
unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan

yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing- masing
menjadi Rencana Kineija (Renja) Tahunan. Dokumen ini masih
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memungkinkan diadakannya perbaikan- perbaikan dalam rangka
penyempurnaan kekurangan kekurangan dalam perencanaan pembangunan
dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Sumbawa.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa sehingga dalam

pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

MAHMUD ABDULLAH
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